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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul‚ “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Mediasi dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama 

Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu pertama: apa pertimbangan 

hakim terhadap  proses pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat 

nikah poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 

0004/Pdt.G/2013/PA.Yk)?, Yang kedua Bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap proses pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah 

poligami (Studi Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk)?.  

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang 

pengumpulan datanya melalui penetapan putusan dan wawancara terhadap hakim 

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memutus perkara tersebut, 

kemudian dianalisis menggunakan teori Hukum Islam dengan metode deskriptif 

analisis. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengambil 

kesimpulan: 1) Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 

0004/Pdt.G/2013/PA.Yk adalah majelis hakim menilai bahwa permohonan isbat 

nikah poligami tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena majelis hakim 

telah bersungguh-sungguh mendamaikan disela-sela berjalannya proses 

persidangan dan pemohon berhasil didamaikan, oleh karenanya permohonan isbat 

nikah poligami tersebut secara tidak langsung ditolak dengan dinyatakan tidak 

dapat dilanjutkan. Implikasi dari putusan tersebut menyebabkan terabaikannya 

hak-hak primer (pokok) yang seharusnya dimiliki Pemohon II dan anak dari istri 

kedua (Pemohon II). Meskipun disisi lain Majelis hakim juga mempertimbangkan 

dari aspek sosiologis dan psikologis dari tidak diterimanya permohonan tersebut. 

2) Menurut hasil analisis terhadap perkara ini, jika melihat hukum Islam dan

difokuskan pada kaidah maslahah mursalah tidak seharusnya menolak

permohonan tersebut dengan tendensi berhasilnya sebuah pelaksanaan mediasi

dengan mengabaikan maqasid shariah yang di antaranya mewujudkan dan

melindungi eksistensi lima pokok kebutuhan pokok yaitu : memelihara agama,

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta

yang sifatnya Al-Maslahah al-dharuriyyah.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini menyarankan 

perlu adanya transparasi hukum dalam penetapan dan peningkatan bagi hakim-

hakim tentang praktik mediasi di persidangan yang sesuai dengan koridor yang 

telah ditetapkan Hukum Islam agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara 

profesional, dan untuk para pihak yang ingin mengajukan permohonan isbat 

nikah poligami khususnya, sebaiknya harus lebih melek hukum dengan cara 

mengonsultasikan perkaranya dan harus dipersiapkan segala berkas-berkas dan 

bukti-bukti apapun yang sesuai yang dapat memperkuat dalil permohonannya. 
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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil 

dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia 

perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah akan 

memberikan suasana yang lebih tenang, pergaulan laki-laki dan perempuan 

terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai mahluk sosial. 

Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh 

kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi 

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dan amanah dari 

Allah Swt. 

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan 

merupakan sunah Allah Swt dan sunah Nabi Muhammad. Ketetapan Allah 

berarti menurut kehendak dan kekuasaan Allah dalam penciptaan alam 

semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad saw yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan 

ummatnya.1 Dalam al-Qur’an Surah Annisa’ ayat 1 :  

 

الًا كَِ  يـْرًا  ََ ْـْهَ مَا ر  هََا وَََ َّ  م  ََ  ْـْهََا زَوْ دَةٍ وَخَلَقَ م  يأََ يّـُهََا الْ اس  اتْـق وْا رََ ك م  ال ذ ى خَلَقَك مْ م ِّن ن ـفْسٍ وَ اح 
 ًً وَن سَآءَ ج وَات ـق و الل هَ ال ذ ى تَسَآءَل وْنَ َ ه  وَالَْْرْحَامَ ج إ ن  الل هَ كَانَ عَلَ يْك مْ رَق يْ

                                                         
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Pernada Media, 2007). 41  
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“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuaan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.”2 

 

Oleh karenanya, dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian 

rupa dan secara sistematis juga agar tercapai keluarga yang sakinah, 

mawadah dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk 

oleh 2 demensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau 

stabiltas.3 Untuk itulah di Indonesia dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari 

perkawinan. 

Indonesia adalah salah satu Negara hukum yang tunduk kepada the 

rule of the law, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman (judicial power) yang berperan sebagai katup penekan (pressure 

valve) atas segala pelaggaran hukum dan ketertiban umum di masyarakat. 

Semestinya para hakim dan masyarakat: Ustadz, Kyai, Mubalig, 

memproposionalkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia sebagai 

hukum (fikih) Islam Indonesia. Sehingga Undang-Undang perkawinan di 

Indonesia sebagai hukum (fikih) Islam konvensial yang dikonsepkan 4 Imam 

mazhab di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama 

tetapi belum menurut negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah 

                                                         
2 Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, 

Al-Qur’an dan terjemahannya 1418H, juz 4, 144 
3 Jaih Mubarok, Moderenisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung : Pustaka Bani 

Quraisy), 2005, 17. 
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hukum Islam (agama) sekaligus hukum negara.4 

Oleh karena itu, pengadilan masih relevan untuk dijadikan sebagai 

tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis 

masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan aktif 

menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).5 

Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang 

mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif  dan efisien, 

penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, 

dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan 

peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan 

lagi hukum verzet. Selain proses yang lama dan biaya mahal, itu merupakan 

probelematika dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi bahkan juga 

menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan sehingga banyak 

masalah yang tidak terselesaikan ini adalah salah satu alasan masyarakat 

tidak menyerahkan seluruh perkaranya terhadap pengadilan. 

Dari situlah salah satu alasan atau penyebab kuat, sehingga 

muncullah hal yang mendasari lahirnya PERMA Nomer 1 Tahun 2008 yang 

diubah dengan terbitnya PERMA RI Nomer 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Agar dapat menyikapi problematika yang dihadapi 

oleh masyarakat, Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi 

penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang 

terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Melalui semangat untuk 

                                                         
4 Khoiruddin Nasution “Belajar dari Kasus Syeh Puji” 

http://222.124.164.132/web/detai.php?sid=194163&actmenu=39 (diakses pada 15 April 2020) 
5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 229. 

http://222.124.164.132/web/detai.php?sid=194163&actmenu=39
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memberikan jawaban kepada masyarakat dalam menangani perkara-perkara 

yang sekiranya dapat diminimalisir melalui proses praperadialan (mediasi), 

sehingga muncullah produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya 

diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum. 

Menumpuknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap 

putusan pengadilan. Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses 

penyelesaian sengketa alternatif (nonlitigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam 

proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk 

mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah 

yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau 

lembaga mediasi6 yang bertujuan memfungsikan asas sederhana cepat dan 

biaya ringan serta untuk mengurangi penumpukan perkara. 

Islam menyeru untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan 

persengketaan melalui pendekatan Islah7. Asas kewajiban hakim untuk 

mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan 

dan tuntutan ajaran moral Islam8 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat 49 :10. 

                                                         
6 Abd. Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian,” www.badilag.net 

(Jumat 14 Januari 2010), 1. 
7 Kata Is}la>h} mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, 

perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, juga perdamaian antar 

sesama kaum Muslimin maupun kaum Muslimin dan non-Muslimin. Secara bahasa, kata Is}la>h} 
berarti “merendam pertikaian”. Secara istilah, kata Is}la>h} “suatu akad (perjanjian) untuk mengahiri 

pertikaian di antara dua orang yang bersengketa agar terjadi perdamaian di antara keduanya”. 

Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian itu, disebut mush}a>lih (orang-orang yang 

berdamai). Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak 

untuk mengakhiri sengketa. Islam memuji perbuatan seperti itu, seperti yang ditegaskan dalam 

Surah an-Nisa ayat 128 yang artinya: Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Lihat Said Agil 

Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial  (Jakarta: Penamadani, 2004), 60. 
8 Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadialn Agama, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 ( Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 177. 
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ْ وْنَ إ خْوَةٌ فَأَصْل ح وْا َـَيْنَ أَخَوَيْك مْ ج وَاتَـق وا الل هَ لَعَل ك مْ  ت ـرْحَم وْنَ   إنِ  مَا الْم ؤْم 

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”9 

 

Ditinjau dari sudut ajaran agama Islam, menciptakan perdamaian 

diantara orang-orang yang bersengketa di dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bahkan dilingkungan keluarga lebih ditekankan untuk tidak terjadinya 

pertikaian yang berujung sebuah permusuhan atau perpisahan antara pihak 

yang bertikai, sehingga Islam menitik beratkan pada penyelesaian sengketa 

melalui jalan yang lebih fleksibel yakni sebuah perdamaian dan ini termasuk 

salah satu pemenuhan terhadap perintah Allah Yang Maha Pengasih, dan 

dikategorikan sebagai amal shaleh, dan untuk itu dijanjikan akan diberikan 

pahala di sisi-Nya. 

Pada sisi lain, Indonesia merupakan negara memiliki warga yang 

mayoritas memeluk agama Islam dan itu membuat negara harus memberikan 

Undang-Undang dalam rangka melindungi dan mengatur sebuah tatanan 

masyarakat, seperti yang tercermin pada Undang-undang Perkawinan, 

diantaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam 

pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. 

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) 

                                                         
9 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 517. 
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tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi di Kantor Urusan Agama 

(KUA). Hal tersebut juga sebagai penerbitan pernikahan, dengan tidak 

dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan tidak adanya kekuatan 

hukum yang mengikat dan kepastian hukum dalam sebuah rumah tangga, 

sehingga tidak diragukan lagi masyarakat akan mempunyai prespektif 

negatif terhadap dua mempelai. 

Kemudian muncul pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam 

tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai 

pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara isbat nikah dimana dalam 

pasal tersebut dijelaskan : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974”. 

Akan tetapi dalam sebuah putusan yakni putusan No : 

0004/PDT.G/2013/PA.YK, dalam perkara permohonan isbat nikah, tertulis 

bahwasannya : Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak 

berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan 

mediator Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator 

tanggal 07 Februari 2013 ternyata mediasi tidak berhasil, kemudian 

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. 

Atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah 

memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan alasan selama 
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ini Pemohon I tetap berlaku adil dan telah berjanji dengan sungguh-

sungguh untuk menepati kewajibannya secara adil menurut ajaran 

Agama Islam; 

2. Bahwa Termohon dan orang tua Termohon juga tidak keberatan 

dengan adanya pengajuan permohonan Istbat Poligami Pemohon I 

dengan Pemohon II; 

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah 

diperoleh harta bersama berupa : 

a. Sebuah sepeda motor 

b. Sebuah mobil pick-up 

c. Sebuah rumah dibangun di atas tanah orang tua  

4. Bahwa harta bersama tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh 

Pemohon II, harta bersama tersebut tetap sebagai harta bersama antara 

Termohon dengan Pemohon I. 

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada 

 

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon. 

Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon I dan 

Termohon hingga akhirnya setelah Termohon memberikan jawaban, 

Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon akan mencabut 

perkaranya. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk pada 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat 

dibenarkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan para 
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Pemohon untuk mencabut perkaranya itu dapat dikabulkan. 

Dengan adanya proses mediasi dan berhentinya suatu perkara 

tersebut di tengah-tengah proses pemeriksaan dengan tanpa adanya suatu 

perubahan dalam upaya hukum yang dilakukan suami (pemohon I), padahal 

pada dasarnya permohonan tersebut diajukan bertujuan untuk menjadikan 

hubungan antara dirinya (Pemohon I) dengan istri ke-dua (Pemohon II) sah 

menurut agama dan hukum. Didalam kutipan putusan diatas juga telah 

didukung oleh pernyataan pihak istri pertama (Termohon) dengan adanya 

pernyataan tidak keberatan, akan tetapi dengan berhasilnya suatu mediasi 

yang dilakukan oleh para Majelis Hakim menjadikan perkara tesebut tidak 

dilanjutkan dan tidak memberikan implikasi terhadap status perkawinan 

yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan hal ini merugikan 

terhadap pihak istri ke-dua.  

Maka dari itu, suatu ajaran atau hukum Islam memiliki rumusan-

rumusan dalam menangani perkara yang dilematis untuk ditetapkan agar 

setidaknya tidak menimbulkan sebuah kecemburuan sosial dalam arti lain 

bijak dalam menangani suatu perkara, sehingga bisa menjadi suatu alat 

barometer dalam menentukan suatu perkara tesebut bisa atau tidak 

dilanjutkan dan bahkan disahkannya pernohonan isbat nikah yang dilakukan 

antara pemohon I dengan pemohon II menurut hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

jauh proses mediasi didalam perkara Isbat nikah tersebut  melalui kaca mata 

atau sudut pandang hukum Islam yang dalam hal ini secara komprehensif, 

dengan demikian penulis menuangkannya kedalam karya Ilmiyah berjudul 
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“Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara 

permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi 

Putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK). 

Di Yogyakarta ada sebuah permohonan isbat nikah poligami yang 

berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Pertanyaanya 

bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan proses mediasi dalam 

perkara isbat nikah poligami? Bagaimana analisis hukum islam terhadap 

proses pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami 

dengan nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK? Selanjutnya penyusun tertarik 

terhadap suatu permohonan isbat nikah poligami yang berhasil dimediasi 

yang diajukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2013, 

terdaftar nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK. Dengan judul “Analisis Hukum 

Islam terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah 

poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor 

0004/PDT.G/2013/PA.YK)” Penyusun melakukan penelitian dan analisa 

yang lebih mendalam terkait putusan tersebut, dasar hukum dan 

pertimbangan majelis hakim serta pandangan hukum Islam terhadap proses 

mediasi yang dilaksanakan oleh PA Yogyakarta dan perundang-undangan 

yang berlaku dalam menilai dasar hukum putusan tersebut menjadi obyek 

penelitian penyusun. 
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi masalah 

Judul skripsi “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan 

mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan 

Agama Yogyakarta : Studi Putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK “ 

dari latar belakang masalah ini, ditemukan beberapa identifikasi masalah 

diantaranya: 

a. Dalil-dalil Hukum Islam mengenai praktik-praktik mediasi yang 

dilegalkan oleh hukum syariat. 

b. Pertimbangan hukum dan alasan hakim untuk memediasi perkara 

tersebut. 

c. Status permohonan isbat nikah poligami setelah berhasilnya 

mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta 

d. Akibat hukum dari penetapan Putusan Nomor : 

0004/Pdt.G/2013/PA.Yk dengan berhasilnya proses mediasi, 

tentang isbat nikah poligami terhadap Pemohon I dan pemohon II. 

e. Analisis hukum Islam atas berhasilnya mediasi dalam perkara 

Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK terhadap perkara isbat nikah 

poligami. 

2. Batasan masalah 

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan diluar 

pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi permohonan isbat nikah dan 
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pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Nomor : 

0004/Pdt.G/2013/PA.Yk dalam isbat nikah poligami. 

b. Analisis hukum Islam atas pelaksanaan mediasi perkara isbat nikah 

poligami. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok pembahasan 

yang penulis ingin mengkajinya adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap  proses pelaksanaan mediasi 

dalam perkara permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama 

Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk)? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan mediasi 

dalam perkara permohonan isbat nikah poligami (Studi Putusan Nomor 

: 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk)? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. 

Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang 

ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 

penelitian sebelumnya, berikut data yang berhasil diperoleh terkait 

penelitian terdahulu.10 

Kajian pustaka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian 

karena dikhawatirkan penelitian ini sudah ada yang membahasnya atau 

                                                         
10  Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016) 
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belum, berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang sudah dilakukan dan 

dituangkan didalam sebuah karya ilmiah, yakni diantaranya ada beberapa 

karya ilmiah yang membahas isbath nikah poligami : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asa Maulida Sulha mahasiswi STAIN 

Salatiga, 2012  ditulis dalam skripsi “Pelaksanan Isbat Nikah Pasca 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan” Dalam skripsi ini membahas tentang fungsi dan 

pentingnya  isbat nikah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan juga untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan 

hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah. Berdasarkan hasil 

penelitian, faktor pendorong masyarakat Salatiga melakukan isbat 

nikah adalah karena buku akta nikahnya hilang. Sedangkan 

pelaksanaan isbat nikah di PA Salatiga jarang terjadi, hanya tujuh 

permohonan yang  diajukan dari  tahun 2009-2011. Dan dalam  

memutus  permohonan isbat nikah,   pertimbangan hakim   sesuai   

ketentuan   perundangan-undangan   yang berlaku, yaitu UU No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).11 

2. Skripsi Mohammad Roqib Roqib  (Mahasiswa  UIN  Sunan  Ampel 

Surabaya 2015), dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap 

Penolakan isbat nikah Siri bagi suami yang sudah beristri dan anak 

(Studi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 

1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj)”, membahas bagaimana dasar pertimbangan 

                                                         
11  Asa Maulida Sulhah, Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan studi kasus di pengadilan agama salatiga tahun 20092011, 

(skripsi-STAIN-salatiga, 2013). 
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hukum penolakan hakim terhadap ithbat nikah siri bagi suami yang 

sudah beristri dan anak, hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian 

ini, bahwa pertimbangan dandasar  hukum  yang  digunakan  hakim 

dalam  menetapkan  perkara itsbat nikah ialah Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum.Islam. Dengan demikian hakim 

menolak permohonan itsbat nikah karena pada kasus ini menurut 

majelis hakim tergolong perkara poligami. Pertimbangan  hukum  yang  

digunakan  hakim  hanya  bertendensi  pada aspek yuridis semata tanpa 

mempertimbangkan maqasid al-shari‘ah maksud yang terkandung 

yaitu kemaslahatan umat manusia.12 

3. Skripsi Hafis Anggi Athara Aulia tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan 

Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Noner 

:0558/PDT.G/2012/PA.YK,0004/PDT.G/2013/PAYK,0135/PDT.G/201

3/PA.YK).”  dalam skripsi ini menerangan tentang Perubahan Perkara 

dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Siri Menjadi Izin Poligami 

dengan menganalisa menggunakan kaca mata hukum Islam (Al-Qur’an 

dan Hadis) tentang isbat nikah poligami yang diubah menjadi izin 

poligami. Adapun didalam skripsi ini, ingin mengkaji permasalahan 

tersebut karena adanya Putusan-putusan yang berbeda-beda diantara 

putusan tersebut, sehingga muncul kesimpulan perubahan tersebut 

                                                         

 
12 Mohammad Roqib, Analisis Hukum Islam terhadap penolakan Isbat Nikah Siri bagi Suami 

yang Sudah beristri Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:1339/Pdt.G.2013/PA.Ngj, 

(Skripsi-UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2015)Asa Maulida Sulhah, Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan studi kasus di pengadilan 

agama salatiga tahun 20092011,(skripsi-STAIN-salatiga, 2013). 
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karena tidak adanya wali nasab yang digantikan oleh seorang kyai 

tanpa adanya proses penyerahan wali dari ayah pemohon II .13 

4. Skripsi Nur Afifah yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari pembatalan 

perkawinan Nomor 1433/pdt.G/2008/PA.Jbg”. Pembahasan dalam 

penelitian ini adalah pembatalan perkawinan terjadi karena istri dan 

anaknya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena 

itu Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan 

bukti-bukti otentik yang sudah diperiksa oleh para Hakim. Adapun 

tentang status hukum anak dari pembatalan perkawinan menurut 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada 

kedua orang tuanya karena hukum tidak berlaku surut terhadap anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.14 

E. Tujuan Penelitian 

Selanjutnya penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas 

akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syariah dan hukum, 

juga berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan  berkaitan dengan 

rumusan maslah diatas, diantaranya : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap  proses pelaksanaan 

                                                         

13 Hafis Anggi Athara Aulia tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari 

Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi  Terhadap Putusan  

No:0558/PDT.G/2012/PA.YK,0004/PDT.G/2013/PAYK,0135/PDT.G/2013/PA.YK) (skripsi-UIN 

Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2014. 
14 Nur Afifah, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak 

dan pembatalanPerkawinan Nomor.1433/pdt.G/2008/PA.Jbg,(Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 

Surabaya,2009) 
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mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan 

Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk). 

2. Untuk bisa mengetahui analisis Hukum Islam terhadap proses 

pelaksanaan mediasi dalam perkara permohonan isbat nikah poligami 

(Studi Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk). 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Untuk  memberikan hasil penelitian  yang  berguna dilingkungan 

pengadilan dan masyarakat,  serta diharapkan mampu menjadi dasar 

secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara 

teoritis maupun praktis, maka peneliti ini sekiranya bisa bermanfaat 

diantaranya: 

1. Kegunaan secara teori yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat 

dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

khususnya dalam masalah proses pelaksanan mediasi  isbat nikah 

poligami. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

pelaksana mediasi dan pengetahuan hukum bagi yang membutuhkan. 

G. Defenisi Operasional 

Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak 

penafsiran bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau 

mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep 

dalam penelitian ini.15 

                                                         
15 Andi Prastowo,Memahahi Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 

115. 
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1. Analisis adalah sebuah usaha pengujian secara sistematis terhadap 

suatu kasus dengan mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi 

bagian-bagian (decomposition) sehingga suasana/tatanan bentuk 

sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara 

lebih terang dan dimengerti duduk perkaranya. 

2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-quran, hadis dan 

pendapat dalam ijmak Ulama. 

3. Mediasi adalah suatu ruang atau media untuk meredam sebuah 

pertikaian dan mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan sehingga 

bisa mencegah timbulnya suatu perkara yang berkelanjutan. 

4. Pertimbangan Hukum oleh Hakim adalah alasan dan pertimbangan 

hukum hakim  dalam sebuah perkara isbat nikah poligami. 

5. Isbat Nikah adalah Penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.16 

Sebuah proses  permohonan pengesahan  nikah poligami  yang  telah  

dilakukan secara siri dan diajukan  ke  pengadilan agama untuk 

dinyatakan sah-nya sebagai bukti keabsahan pernikahan  yang telah 

dilakukan sehingga memiliki kekuatan hukum. 

6. Maslahah Mursalah adalah beberapa  sifat yang sejalan dengan koridor  

dan tujuan, tapi tidak ada dalil spesifik dari syarak yang membenarkan 

atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum pada tindakan tertentu 

akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. 

 

                                                         
16 Tim Penyusun Balai Pustaka,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 

388. 
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H. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu data yang 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan 

langsung dan tidak langsung dengan pertimbangan hakim pengadilan agama 

di Yogyakarta tentang proses pelaksanaan mediasi itsbat nikah poligami. 

Dalam pengumpulan  bahan/data  penyusun skripsi ini agar mengandung 

suatu kebenaran yang objektif, didalam skripsi ini dibantu menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

1. Data yang dikumpulkan 

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, agar 

dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan 

tentang kualitas mutu dan keakuratannya maka  penulis membutuhkan  

data  sebagai berikut: 

a. Data yang terkait alasan dan pertimbangan hukum oleh hakim 

pengadilan Yogyakarta atas proses pelaksanaan mediasi itsbat 

nikah poligami. 

b. Data yang terkait dasar hukum oleh hakim atas proses pelaksanaan 

mediasi itsbat nikah poligami.  

2. Sumber data 

Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  dari  mana  data 

tersebut dapat diperoleh. Dari data yang akan dikumpulkan di atas, 

maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 
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a. Sumber  primer 

1) Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. 

2) Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dalam proses 

pelaksanaan mediasi dan putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta dengan nomor perkara: 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk?. 

b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang 

memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dan 

dibahas dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini antara lain Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974. Webside pengadilan agama Yogyakarta, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), dan buku-buku tentang itsbat nikah, poligami dan siri 

yang relevan dan memiliki keterkaitan secara konseptual dan 

substansional yang dapat melengkapi sumber data primer, serta 

dokumen dan arsip. putusan 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara (interview), yaitu teknik memperoleh data dengan 

tanya jawab langsung secara lisan dengan Hakim-hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan dengan 

pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan 

dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara 

guna memperoleh data yang diperlukan yaitu memperoleh data 

dengan menelusuri dan memperoleh dokumen yang berupa buku- 

buku yang relevan dengan mediasi didalam perkara isbat nikah 
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poligami yang berhasil dimediasi. 

b. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan membaca dan 

menganalisa dokumen seperti : Berita Acara Sidang (BAS), 

putusan dan berupa kitab Undang-Undang, buku yang relevan 

dengan mediasi  perkara istbat nikah poligami. 

4. Teknik analisis data 

  Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan 

menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh 

pendalaman yang mendalam dan komperhensif. Kemudian 

menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data yang 

bertitik tolak dari yang bersifat umum ke khusus, adapun yang 

dimaksud bersifat umum disini adalah alat-alat yang ditulis untuk 

membantu sebuah pemikiran dalam menganalisis data yang diperoleh 

dari lapangan ataupun data (Undang-Undang, Hukum Islam, Dll) 

sedangkan khusus yang dimaksud disini adalah suatu bahan yang akan 

menjadi titik fokus pembahasan didalam kasus atau permasalahan yang 

akan dianalisa yakni putusan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci 

pembahasan, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini menjadi lima 

bab. Masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi 

beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lain saling mempunyai 

korelasi. Adapun beberapa bab diantaranya sebagai berikut: 
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Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi opreasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang landasan teori mediasi, istbat nikah, 

poligami mengenai pengertian, tujuan, prosedur dan syarat-syaratnya 

didalam hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

selain itu dibahas juga pengertian dan tujuan maslahah mursalah.  

Bab ketiga putusan no 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk. Serta pertimbangan 

dan pendapat hakim tentang pelaksanaan mediasi Itsbat Nikah Poligami. 

Bab keempat membahas analisis hukum Islam terhadap pertimbangan 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pelaksanaan mediasi dalam 

perkara isbat nikah poligami dengan akibat hukum yang ditimbulkan serta 

solusi. 

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

MEDIASI DAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Mediasi 

1. Pengertian mediasi  

Mediasi berasal dari bahasa latin, mediere, yang berarti berada 

ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, 

mediation. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi 

diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam 

penyelesaian suatu perkara  sebagai penasihat.1 Orang yang melakukan 

mediasi dinamakan mediator. Menurut Christper W. Moore sebagaimana 

dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu 

(penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh 

kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai 

wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang 

bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah 

yang disengketakan.2 Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi 

adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan 

pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima para pihak yang 

bersengketa.3 Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai 

dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada 

                                                         
1 Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), 726. 
2 Desriza Ratman, Mediasi non-litigasi terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin 
Solition (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133. 
3 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168. 
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mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap 

efektif dan dapat diterima.4 Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 

2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

mediator.5 

Sedangkan dari segi menurut hukum Islam (mediator) Islah 

merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan 

suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila 

berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah 

mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-

hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan 

sebab - sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal 

itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syarak. 

Ajaran Islam juga mengenal istilah mediasi yakni dengan istilah 

asSulhu, yang berarti menyelesaikan pertengkaran. As-Sulhu atau الصلح 

memiliki pengertian: 

عَ ل رَفْع  الْم َْا زَعَة    عَقْدٌ و ض    

“Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.”6  

Sedangkan ulama dari kalangan Hambali memberikan definisi 

AsSulhu sebagai berikut: 

صْلَاح  َـَيْنَ الْم خْتَل ف يْنَ   م عَقَدَةٌ يَـتـَوَص ل  َ هََا إ لَى الْْ 
                                                         
4 www.id.wikipedia.org (Akses internet tanggal 7 Maret 2020) 
5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. 
6 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI  (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 168. 
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“Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak 

yang bersengketa.”7  

Pada masa Nabi Muhammad, as-Sulhu diaplikasikan secara luas 

untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, 

perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri 

yang sedang bertengkar.8 Contohnya seperti ketika Rasulullah 

mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama 

Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah 

tersebut diabadikan dalam salah satu hadis berikut:  

يَ الله  عَْـْهََا قَالَتْ: خ يِّ رَتْ َرَ يْـرَة  عَلَى ئ  وَعَنْ عَا  يْ شَةَ رَض  هََا ح  نَ عَتـَقَتْ ممتفق عليه زَوَْ   

Dari Aisyah ra. Ia berkata: “Barirah disuruh memilih untuk 

melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka.” 

(HR. Bukhari da Muslim).9  

 

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang 

memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan 

dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah 

tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan 

terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak 

mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai 

Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan 

memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya kepada Rasulullah, 

                                                         
7 Ibnu Qudamah, Al-Mugni Juz V (Beirut: Darul Fikr, 1984), 3.   
8 Ibid.   
9 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram penerjemah Ahmad Najie (Surabaya: Nur Ilmu, t.t.), 

414.    
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Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. 

Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau 

memutuskan ikatan pernikahannya (bercerai), akhirnya Barirah pun 

memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam 

kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah 

agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughith, Rasulullah pun 

membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui 

bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekadar saran dan bukan 

merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka 

Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai.  

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul 

Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah 

memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali. 

َْن  عَب اسٍ   ـَوْ ر كَانةََ فـَقَالَ لَه  رَ  وَعَن  ا يَ الله  عَْـْهَ مَا قَالَ: طلَ قَ أَ مَ: س وْل  الله  صَل ى الله  عَلَيْهَ وَسَل  رَض 

ع  امْرأَتََكَ مرواه اَو داود   َ  رَا

      Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan 

Ummu  Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: 

“Rujuklah  Istrimu.” (HR. Abu Dawud).10 

 

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughith, 

Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus 

yang ke dua kalinya ini, yakni konflik rumah tangga Abu Rukanah dan 

istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya.  

                                                         
10 Ibid., 444. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 
 

 

As-Sulhu juga dijelaskan di dalam al-Qur’an Surah An-Nisa 128:  

ْـَهَ مَا ص لْحًاج وَالصُّلْ ح    َ َْاحَ عَلَيْهَ مَآ أَنْ ي  صْل حًاج َـَيـْ وَإ ن  امْرَاةٌَ خَافَتْ م نْ م َـَعْل هََا ن ش وْزاً اوَْ إ عْرَاضًا فَلَا 

رًا  ْ واْ وَتَـتـ ق واْ فَإ ن  اللهَ  كَانَ َ مَا تَـعْمَل وْنَ خَب يـْ رَت  الَْْنْـف س  الشُّح  ج وَإ نْ ت حْس   خَيـْرٌ قلى وَأ حْض 

      “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap (tidak) acuh 

suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian 

yang sebenar-benarnya. Dan perdamaiain itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul 

dengan istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh 

tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” (QS. an-Nisa: 128).”11 

 

Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan dengan kisah istri 

Rasulullah bernama Saudah binti Zam’ah saat ia berusia lanjut, lalu 

Rasulullah berkeinginan menceraikannya. Saudah memohon kepada Nabi 

agar tidak diceraikan dengan memberikan “hadiah” atau jatah hari-harinya 

kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran itu dan mengurungkan 

niatnya menceraikan Saudah binti Zam’ah.12 

Walaupun bersifat pribadi dan tidak ada mediator atau hakam pada 

saat itu tetapi apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam’ah dianggap 

sebagai salah satu bentuk pilihan dalam menyelesaikan perselisihan 

(perkara perceraian) yang kemudian dipertegas dengan diturunkannya Surat 

an-Nisa: 128 di atas. Cara penyelesaian perselisihan untuk 

mempertahankan rumah tangga model Saudah, yakni dengan memberikan 

“jatahnya” kepada Aisyah agar ia tidak dicerai Rasul juga disebutkan 

                                                         
11 Al-Qur’an Qordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya  (PT. Cordoba, 2016), 99.   
12 Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Juz II 

(Riyadh: Darut Thayibah, 1999), 426. 
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dalam hadis:  

هََابٍ أَن  عَائ  شَةَ زَوْزَالْ ب يْ صل الله  َْن  ش  ًٍ عَنْ ي ون سَ عَن  ا َْن  وَهْ حَدَثَـَْا أَحْمَد  َْن  عَمْر و َْن  الس رْناَ ا

عليه و سلم قَالَتْ: كَانَ رَسول الله صل الله عليه و سلم إ دَ ارََدَ سَفَرًا أقَـْرعََ  َـَيْنَ ن سَأ ه  فَايَِّ ت ـهَ ن  خَرَ جَ 

ْـْهَ نِّ يَـوْمَهََا ولَيْلتـَهََا م  ل ك لِّ  امْر اٍ م  سَودَةَ َ ْْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ  غَير أَنِّ  سَهَْم هََا خَرجََ َ هََا مَعَه  وكََانَ يَـقْس 

شَةَ ئ  يَـوْمَهََا ل عَا  

       “Berkata Ahmad bin Amr bin Sarh, berkata Ibnu Wahab dari Yunus 

dari Ibnu Syihab: Bahwasanya Urwah bin Zubair berkata kepadanya bahwa 

Aisyah berkata Rasulullah bila hendak melakukan perjalanan melakukan 

undian diantara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian 

akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah membagi bagi tiap-tiap istrinya 

kecuali Saudah binti Zam’ah yang memberi jatahnya kepada Aisyah (HR. 

Abu Daud).”13 

 

Ayat lain yang terkait dan lebih mendekati dengan istilah mediasi 

saat ini, yakni upaya mendamaikan antara suami istri yang sedang 

berselisih adalah Surah An-Nisa ayat 35.  

 ـِوْا حَكَمًا م نْ اهَْل ه  وَحَكَمًا اهَْل هََا ا نْ  ْـَعَ ْـَهَ مَا فَا قَاقَ َـَيـْ فْت مْ ش  ْـَهَ مَا ا ا صْلَاحًا يّـُوَف ق  الله  َـَي ـْ يُّر يْدَ وَا نْ خ 

 ا ن  اللهَ كَانَ عَل يْمًا خَب يـْراً

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisa : 

35).14 

                                                         
13 Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats’at al-Sijistani, Sunan Abu Dawud Juz II (Beirut: Darul Qutub 

al-Arabi, t.t.), 209, 2140. 

“14 Al-qur’an dan Terjemahnya, 84. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

 

 

Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi 

perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung 

mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari 

keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, 

agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa 

kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi 

perceraian.15 Penengah dalam hal ini disebut juga dengan hakam. Tugas 

hakam adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya 

pihak.16 

Makna dan maksud Surah an-Nisa ayat 35 tersebut dianggap lebih 

dekat dengan pengertian atau konsep mediasi yang berlaku sekarang ini dan 

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Di dalam ayat tersebut apabila terjadi perselisihan (shiqaq) 

antara suami istri maka diutuslah dua orang juru damai (hakam). Kedua 

hakam tersebut bertugas mencari akar permalasalahan terjadinya 

perselisihan kemudian mencari solusi terbaik bagi keduanya, apakah 

mereka berdamai atau harus memutus ikatan pernikahan mereka.  

Walaupun dalam ayat tersebut tertulis hakam berasal dari keluarga 

kedua belah pihak, namun itu hanya berupa anjuran, bukan kewajiban. 

Hakam boleh berasal dari pihak luar keluarga, karena bisa jadi hakam yang 

berasal dari pihak luar keluarga justru lebih mampu melihat persoalan 

dengan jernih tanpa rasa sungkan, tendensius dan sebagainya dan mampu 

                                                         
15 Muhammad Nasib Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Gema Insani, 1999), 706.   
16 Ibid.    
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mencari jalan keluar terbaik dari persengketaan yang terjadi diantara suami 

istri.17 

Perintah mendamaikan sengketa rumah tangga dalam ayat di atas 

tidak berbeda dengan praktik mediasi yang ada di dalam dan atau luar 

pengadilan agama, dimana hakim mengutus mediator untuk mendamaikan 

kedua belah pihak secara adil dan profesional. Setelah dilakukan pertemuan 

beberapa kali kemudian mediator bisa menyimpulkan hasil mediasinya, 

apakah berhasil atau gagal. Apabila berhasil maka dibuatkan nota 

kesepahaman atau perjanjian untuk berdamai, sedangkan apabila gagal 

mediator memberikan catatan-catatan yang menyebabkan mediasi gagal 

untuk diserahkan kepada hakim. 

Ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk menghindari 

konflik, termasuk konflik dalam rumah tangga, karena Islam menginginkan 

adanya keutuhan rumah tangga. Apabila konflik rumah tangga tidak bisa 

dihindari, maka perdamaian harus ditempuh dan harus menjadi pilihan 

utama. Sebagaimana hadis Rasulullah: 

ار م ى قَالَ:اَخْبـَرْناَ م حَم د  َْن  الفَت ح  الس مْسَار  َ سَمَرْقـَْْد  قَالَ: حَد  ثَـَْا عَبْد  ال  له  َ ن  عَبْد  الر حْمَن  الد 

ن  دَثَْ ى كَِ يـْر َْن  عَن  الْوَل يْد  َْ حَ حَدَ ثَـَْا مَرْوَان  َ نْ م حَم د  الط ا طَر ى قَالَ: حَدَثَـَْا س لَيْمَان  َْن  َ لَال  

صُّلْحً   ائ  زٌ َـَيْنَ الْم سْل مَيْنَ ا لا  ََ رََاَح عَنْ أَ ي ه رَيْـرَةَ قَالَ رَس ول الله صل الله عليه و سلم : الصُّلْح  

 اَحَل  حَرَامًا أَوْ حَر مَ حَلَلًا 

                                                         
17 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah 2 (Beirut: Darul Kutub, t.t.),185. 
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       “Berkata Muhammad al-Fath bin al-Fath al-Samar di Samarkand, 

berkata Abdullah bin Aburrahman al-Darimi, berkata Marwan bin 

Muhammad atThathari, berkata Sulaiman bin Bilal, berkata Katsir bin Zaid 

dari al-Walid bin Rabah, Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw. 

bersabda perdamaian itu baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian 

untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”18 

 

Dari nukilan ayat dan hadits di atas maka bahwa mediasi untuk 

mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam dan 

diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan konflik rumah 

tangga. Maka mediasi dalam kasus Isbat nikah poligami atau ketika 

mendekati sebuah perceraian di tengah-tengah Isbat nikah,  hal tersebut 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan menjadikan 

mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara konflik suami 

istri agar terhindar dari perceraian mengandung banyak kemaslahatan, baik 

bagi kedua belah pihak maupun bagi umat Islam secara keseluruhan. 

Akan tetapi, ada beberapa rambu-rambu hukum Islam yang 

mengecualikan dalam hal perdamaian atau mediasi diantara dua pihak yang 

saling berselisih dan berperkara untuk melakukan perdamaian. Diantaranya 

ada redaksi hadis yang tidak memperbolehkan untuk melakukan 

perdamaian, adapun matan hadis tersebut berbunyi : 

 

لْحُ ع   ل م  ق ال  : الصُّ س  ل يْهِ و  ل ي الله ع  سُوْل  اللهِ ص  نْهُ أ نْ ر  ضِي  اللهُ ع  ن يِ ر  ا ئزٌِ ب   نْ ع مْرٌ و بْنِ ع وْفٍ أ لْمُز  يْن  ج 

هُ( ح  ح  ص  اهُ الت ِرْمُذِ و  و  امًا )ر  ر  ل  ح  لً أ وْ ح  لَ  م  ح  ر   الْمُسْلِمُوْن  اِلَّ  صُلْحًا ح 

 

       Dari Amar bib Auf Al Muzannir r.a bahwa Rasulullah saw, Bersabda, 
                                                         
18 Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban bi 

Tartibi Ibnu Bilban Juz XI (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), 488. 
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“Antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. 

Turmudzi dan disahihkannya). 

 

Dengan koridor yang telah digambarkan dan ditetapkan di dalam 

berbagai dalil atau petunjuk hukum islam yang menjadi acuan sebagai 

sumber hukum seperti al-Qur’an dan Hadis di atas yang sudah dipaparkan 

secara gamblang, bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya mediasi dalam 

perkara apapun diperbolehkan karena memberikan manfaat yang sangat 

besar dan menjauhkan dari perselisihan dalam kehidupan. Terkecuali 

perdamaian yang menyalahi rambu-rambu hukum islam dan lebih jelasnya 

melanggar hak-hak Allah swt. dan Rasul-nya antara lain seperti perdamaian 

melakukan zina, meminum minuman keras, mencuri, dan hal yang 

diharamkan oleh agama.  

2. Dasar hukum mediasi 

Definisi tersebut dapat pahami bahwa tujuan sebuah perdamaian 

adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau 

mencegah timbulnya suatu perkara. Dasar hukum perdamaian menurut 

hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Hujurat/49:10. 

َـَيْنَ أَخْوَيْك مْ ج وَات ـق واْ اللهَ لَعَل ك مْ  ت ـ رْحَم ونَ  ْ ونَ إ خْوَةٌ فَاَصْل ح واْ   إ ن مَا الْ م  ؤْم 

       “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”19  

 

Sejalan juga dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:224: 

                                                         
19 Departemen Agama RI. 
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يْعٌ عَليْمٌ  َيْمَْ ك مْ أنَْـتـَبـَرُّواْ وَتَـتـ ق واْ وَت صْل ح واْ  َـَيْنَ الْ اس  قلى وَالله  سَم   وَلَا تَجْعَلواْ اللهَ ع رْضَةً لِّْ 

       “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 

penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah 

diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

 

Dasar hukum mediasi merupakan salah satu dari sistem ADR di 

Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dimana dalam 

filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian perkara adalah musyawarah 

untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar RI 

Tahun 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 jo UU RI 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

mengenai penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan atas dasar 

perdamaian. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  

Penyelesaian Perkara, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga 

mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pada Pasal 1 ayat 10 

dinyatakan: “Alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian 

perkara melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelsaian 

perkara di laur pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi atau penilaian ahli 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo 

Undang-Undang Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Agama, SEMA RI Nomor 01 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Lembaga Damai, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma RI Nomor 01 Tahun 2008 
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tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional (BASYARNAS). 

3. Prosedur mediasi 

Tentunya keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat tergantung 

dengan profesionalitas dalam proses yang dijalankan oleh mediator. Proses 

mediasi yang baik saja belum menjamin kesepakatan damai antara kedua 

pihak, apalagi mengabaikan proses mediasi yang benar, tentu bisa 

mengakibatkan kegagalan mediasi. Karena itu tahapan dalam mediasi 

sangat penting untuk diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah 

mengatur detail tahapan mediasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya: 

a. Tahapan pra-mediasi  

Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan 

hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan 

akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada 

hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim 

Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila 

pada sidang (pertemuan) pertama ada pihak yang tidak hadir, maka 

dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum 

acara.  

Apabila setelah diberikan panggilan salah satu pihak tidak hadir, 

mediasi tetap bisa dilaksanakan dan tidak menghalangi proses mediasi. 

Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan tentang 

mediasi kepada para pihak, meliputi pengertian mediasi, prosedurnya, 

manfaatnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan 
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akibat hukumnya apabila tidak beri’tikad baik, biaya mediasi dan 

pilihan menandatangani akta apabila terjadi kesepakatan damai 

kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.  

Setelah Hakim Pemeriksa menjelaskan tentang mediasi dan 

menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para 

pihak untuk menempuah mediasi dengani i’tikad baik, maka para pihak 

dipersilakan untuk memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar 

di pengadilan. Para pihak diberi waktu paling lama 2 (dua) hari untuk 

menentukan mediatornya. Apabila sampai batas waktu yang telah 

ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, 

maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung 

mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah 

menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator 

menentukan hari dan tanggal mediasi.20 

b. Tahap proses mediasi  

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak para 

pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan 

mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat menyerahkan Resume 

Perkara21 kepada pihak lain atau mediator.  

Pada tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan 

bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator 

harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan 

                                                         
20 PERMA Nomor 1 Tahun 2016  Pasal 17-23. 
21  Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan 

usul perdamaian. 
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hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya. 

Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami 

permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, 

melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilain 

terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya 

mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk 

diperbolehkan mediator melakukan kaukus. 

Proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak peneta pan perintah melakukan 

mediasi.22 Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi, 

maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka 

waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu 

tersebut para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan 

kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.23  

Didalam Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi 

bisa juga menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, 

tokoh agama atau tokoh adat tetapi harus dengan persetujuan para 

pihak dan/atau kuasa hukum dan mediatornya. Penjelasan atau 

penilaian yang disampaikan oleh tokoh yang dihadirkan tersebut pun 

oleh para pihak harus disepakati terlebih dahulu apakah kekuatannya 

mengikat atau tidak mengikat.  

                                                         
22 Waktu mediasi menurut PERMA terbaru ini lebih sedikit 10 (sepuluh) hari dari PERMA Nomor 

1 Tahun 2008 yang menetapkan waktu mediasi 40 (empat puluh) hari. 
23 PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (3). 
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c. Tahap berakhirnya mediasi.  

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, 

yaitu:  

Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin 

kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian 

tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai 

menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti 

layaknya putusan hakim yang telah mempnyai kekuatan hukum tetap.  

Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan 

kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses 

persidangan di pengadilan. 

Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu 

mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang 

telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas 

kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa 

perkara  untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian.24 Kemudian 

hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan menelitinya paling 

lama 2 (dua) hari.25 Apabila ditemukan akta perdamaiannya belum 

memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka 

hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan 

perdamaian kepada mediator dan kepada para pihak untuk diperbaiki.26 

                                                         
24 Pasal 27 ayat (1). 
25 Pasal 28 ayat (1). 
26 Setelah ada perbaikan dan diajukan kembali ke hakim pemeriksa perkara, maka paling lama 7 

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal petunjuk perbaikan. Dan setelah menerima kesepakatan 
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Didalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, 

mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat 

ketentuan yang: 

1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau 

kesusilaan;  

2)  Merugikan pihak ketiga; atau  

3)  Tidak dapat dilaksanakan.27 

Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, 

penandatangan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila 

terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat 

persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.28 

Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka 

mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan 

memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.29 

Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:  

Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); 

Para pihak tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf (e).  

Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada 

                                                                                                                                                          

perdamaian yang telah diperbaiki, hakim pemeriksa perkara paling lama 3 (tiga) hari harus 

menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. 
27  Pasal 27 ayat (2). 
28 Pasal 27 ayat (3). 
29  Pasal 32 ayat (1) . 
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setiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap 

diperintahkan untuk berupaya mendorong atau mengusahakan 

perdamaian sebelum pengucapan putusan.30 

Secara sistematis tahapan mediasi tersebut dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut:   

TABEL URUTAN PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN 

AGAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
30  Pasal 33 ayat (1).   

 

- Pendaftaran permohonan (Isbath  nikah 

poligami) 

 - Membayar panjar biaya perkara 

 

Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara oleh Ketua 

Pengadilan Agama 

- Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang  

- Juru Sita melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon 

- Para pihak hadir 
- Penyampaian proses mediasi oleh Ketua 

Majelis Hakim 

- Para pihak tidak hadir  

- Dilakukan pemanggilan ulang 
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- Pemilihan mediator  
 - Penundaan sidang 

- Putusan Verstek 
 - Putusan gugur 

- Mediator mengadakan pertemuan awal  

- Mediator menyampaikan informasi 

prosedur mediasi 

- Penyampaian dan pertukaran 
Resume Perkara 

 - Dialog dan menawarkan solusi  

- Negosias 

- Penyampaian dokumen kesepakatan ke Majelis 

Hakim Pemeriksa Perkara  
- Pengukuhan menjadi Akta perdamaian 

- Kaukus  
- Penyampaian penawaran atau 

usulan lain 

- Kesepakatan perdamain tidak dikukuhkan 

menjadi akta perdamaian 

 - Perkara dicabut 

- Mediasi gagal  

- Perumussssan butir-butir kesepakatan  
- Penjelasan-penjelasan  

- Analisis dan koreksi 

- Penyampaian dokumen  

kesepakatan ke Majlis 

Hakim Pemeriksa Perkara 

- Pengukuhan menjadi Akta 

perdamaian   

- Kesepakatan perdamaian 

tidak dilakukan menjadi 

akta perdamaian 

- Perkara dicabut 

- Eksekusi atau Putusan 

- Proses persidangan dilanjutkan 
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Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan mediasi sebagai berikut:  

a) Persiapan  

Suatu mediasi dibutuhkan pendalaman yang cukup oleh seorang 

mediator terhadap apa yang menjadi pokok perkara para pihak yang akan 

dibicarakan dalam mediasi tersebut. Mediator biasanya juga 

mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, 

identitas pihak yang akan hadir, durasi waktu dan sebagainya.  

Di samping itu, dalam tahap persiapan mediasi seorang mediator 

harus memahami perannya dalam suatu mediasi. Peran mediator dalam 

suatu mediasi adalah sebagai berikut:  

1) Mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi. 

2) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak 

3) Mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak.   

4) Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan.  

5) Menghindari proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.31  

b) Pelaksanaan mediasi 

1) Sambutan mediator   

Mediasi diawali dengan sambutan mediator, sambutan tersebut 

biasanya berisi: 

a. Menyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat 

mediasi. 

b. Menerangkan peran mediator dan para pihak. 

                                                         
31 Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama “Suara Uldilag” Edisi II (1 Juni 2003), 

55-56.   
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c. Menerangkan tata tertib mediasi. 

d. Menerangkan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan 

untuk  mengambil keputusan. 

e. Menerangkan bahwa mediator tidak berpihak pada salah satu 

peserta mediasi. 

f. Mengajak para pihak untuk taat pada tata-tertib mediasi.32 

Terkait sambutan seorang mediator harus dihindari kata-kata 

yang menunjukkan keberpihakan, menghina atau menyatakan 

ketidaksetujuan terhadap salah satu pihak.  

2) Presentasi para pihak  

Para pihak mempersentasikan concern mereka terhadap 

mediasi, presentasi ini biasa dimulai oleh penggugat, akan tetapi ini 

bukan harga mati dalam kondisi tertentu dapat dibalik. Presentasi ini 

biasanya para pihak langsung mengemukakan konsep mereka tentang 

perdamaian.33 

3) Identifikasi masalah  

Suatu peranan penting seorang mediator adalah 

mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan dalam presentasi 

para pihak. Pertama, mengindentifikasi masalah yang telah disepakati 

para pihak dan tidak perlu didiskusikan lagi. Kedua, 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang belum disepakati. Masalah 

yang belum disepakati tersebut diidentifikasikan dan diurutkan, 

                                                         
32 Ibid.   
33 Ibid.   
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sehingga tersusun suatu daftar persoalan yang masih diperselisihkan 

untuk menjadi agenda perundingan berikutnya.34 

4) Negosiasi  Alokasi waktu yang terbesar dalam mediasi biasanya terjadi 

pada tahap negosiasi, karena dalam negosiasi dan dua model yang 

sering diterapkan. Pertama, para pihak berbicara langsung satu sama 

lain, mediator hanya berperan untuk menjaga urutan bicara, mencatat 

kesepahaman dan terkadang mengintervensi membantu proses 

komunikasi. Kedua, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, 

mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberikan 

tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai variasinya 

dalam penerapannya tergantung kondisi para pihak, bila komunikasi 

para pihak berjalan dengan baik model pertama dapat diterapkan, 

tetapi dalam situasi para pihak tetap pada pendirian masing-masing 

yang berbeda, maka model kedua diterapkan.35  

5) Pertemuan terpisah (Kaukus)  

Bila diperlukan mediator mengadakan pertemuan terpisah 

dengan masing-masing pihak, pertemuan semacam ini biasanya 

diadakan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap 

pointers yang belum disepakati dalam negosiasi atau yang menemui 

jalan buntu, sehingga apa yang menjadi alasan dan kekhawatiran 

masing-masing dapat digali untuk dicarikan jalan keluarnya sampai 

tercapai suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah juga diadakan apabila 

                                                         
34 Ibid.   
35 Ibid., 57. 
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ada pihak yang kuat mempunyai posisi tawar lemah atau menyangkut 

private convidential, terutama dalam hukum keluarga, sehingga tidak 

bisa dikemukakan dihadapan orang banyak. Bila mediator 

mengandalkan pertemuan terpisah dengan satu pihak, maka ia juga 

harus melakukan hal yang sama dengan pihak lain agar tidak 

menimbulkan kecurigaan pihak lain yang akan merusak kepercayaan 

para pihak terhadap mediator.36 

6) Membuat kesepakatan  

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak 

dikumpulkan lagi untuk mengadakan negosiasi akhir dan 

menyelesaikan beberapa hal dengan lebih detail. Kemudian seluruh 

kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang ditanda 

tangani oleh para pihak yang berperkara.37 

7) Penutup  

Penutupan mediasi biasanya mediator memberikan kata 

penutup. Sesi ini mediator memberikan commend kepada para pihak 

atas apa yang telah mereka capai, menyakinkan mereka bahwa hasil 

tersebut merupakan keputusan terbaik mereka menyerahkan untuk 

melaksanakan kesepakatan dengan baik.38 Setelah kesepakatan 

tersebut ditanda tangani, mediator melapor kepada Majelis Hakim dan 

Majelis Hakim menetapkan persidangan untuk membacakan putusan 

                                                         
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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yang menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut.39 

 

d. Pengangkatan mediator  

Beberapa karekteristik umum terdapat dalam mediation 

situations yang merupakan ciri-ciri mediasi, yakni sebagai berikut:  

1) Disetujui oleh para pihak yang berperkara.  

2) Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang berperkara.  

3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang 

berperkara. 

4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain 

terhadap kesepakatan para pihak; dan  

5) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun 

hasilnya.40  

Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara 

terperinci menjadi sangat penting (kerusial) karena dalam PERMA 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan hal itu tidak diatur. Oleh karena itu, kriteria atau 

persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus.  

Seorang calon mediator dianggap memiliki benturan 

kepentingan atau hubungan afiliasi jika yang bersangkutan, baik secara 

                                                         
39 Ibid. 57-58. 
40 Hamid Sarong, “Mediasi dan Arbitrase Tantangan Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum” 

artikel (Sabtu, 20 Maret 2010), 8. 
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langsung maupun tidak langsung, memenuhi kriteria sebagai berikut:   

a) memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan 

yang sedang menjadi perkara;  

b) memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 

180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang 

bersifat jangka pendek tersebut;   

c) memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak 

yang berperkara atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 

180 hari, setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang 

bersifat umum.41 

Selanjutnya, jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, 

mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang 

memiliki sertifikat sebagai mediator, yang dimaksud dengan sertifikat 

mediator, menurut Pasal 1 ayat 10 Perma RI Nomor. 02 Tahun 2003 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah dokumen yang 

menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau 

pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi 

oleh Mahkamah Agung.42 

Disebutkan Pasal 6 ayat (3) Setiap pengadilan wajib memiliki 

daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator 

dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.43  

Kaitannya dengan praktik, mediator sangat membutuhkan 

                                                         
41 Ibid., 9. 
42 Ibid. 
43 Mahkamah Agung RI., Perma Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

Pasal (6). 
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kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara 

menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi 

yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya 

dengan cara berpikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk 

memahami dengan empati pandangan para pihak. Mediator perlu 

memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti 

setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun 

hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada 

mediator dalam proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa 

mereka ke arah consensus, dan titik penyelesaian yang saling 

menguntungkan.44 

Bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator 

diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan 

mendiagnosis suatu perkara tertentu. Ia kemudian mendesain serta 

mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai 

suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi motifator untuk mendorong 

lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam kaitan itu, 

mediator berperan membantu para pihak dalam pertukaran informasi 

dan proses tawar-menawar. 

Beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator 

antara lain adalah sebagai berikut:  

1) melakukan diagnosiasi konflik; 

2) mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis 

                                                         
44 Mahkamah Agung RI., Lingkungan Peradilan Agama “Suara Uldilag”, 10. 
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para  pihak; 

3) menyusun agenda;  

4)  memperlancar dan mengendalikan komunikasi; 

5) mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-

menawar; 

6) membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan 

menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian 

masalah.45  

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, 

mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak baik secara 

bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap 

sebagai berikut:  

1) memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para 

pihak;  

2) memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau 

menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan 

persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta 

kelemahan masing-masing; dan 

3)  memfokuskan pada munculnya penyelesaian.  

Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan 

menciptakan saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk 

memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan 

melakukan tukar pandangan, sehingga masing-masing lebih memahami 

                                                         
45 Hamid Sarong, 10. 
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persoalannya sendiri dan yang lebih penting, mengetahui cara pandang 

pihak lain. Mengetahui cara pandang orang lain tentu dapat 

memudahkan melakukan negosiasi.  

Tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi 

lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh 

pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga 

memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Bantuan 

dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi 

penyelesaian perkara mereka. Mereka tentu saja akan 

mempertimbangkan untung-rugi berperkara, manfaat serta pertarungan 

martabatnya.  

Kaitannya dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa 

mediator menjelaskan mediasi dan peranan mediator. Bahkan untuk 

proses mediasi di pengadilan.  

Pasal 3: ayat (1) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada 

para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.46 

Hal ini untuk memperkuat betapa penting mediasi. Tentu saja 

ada hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu antara para pihak 

haruslah ada kesetaraan (kafaah)47 agar penjelasan-penjelasan yang 

diberikan dipahami secara serentak dengan bahasa yang sama. Karena 

para pihaklah yang menentukan dalam memperoleh penyelesaian 

perkara mereka.   

                                                         
46 Mahkamah Agung RI., Perma RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, Pasal (3). 
47 Kaffah berarti seimbang, sepadan, dan serasi. Tapi dalam hal ini yang dimaksud kaffah setara 

pada segi tingkat pemahaman dari penjelasan yang diberikan oleh mediator.   
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Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui 

cara kerja mediasi dan peranan yang harus dilakukan mediator, akan 

sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan 

kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama 

berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral 

mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, 

dan hasil-hasil dari mediasi. Tidak mungkin ada rahasia yang 

disembunyikan untuk menekan salah satu pihak yang berperkara. 

Semua hal yang berkenaan dengan mediasi disampaikan secara 

transparan.48 

e. Tempat dan biaya mediasi 

Tempat dan biaya mediasi merupakan unsur penting yang 

mendukung terlaksananya mediasi. Tempat yang dimaksud adalah 

lokasi mediasi diseleggarakan. Kenyamanan tempat penyeleggaraan 

perundingan mediasi akan memengaruhi  para pihak untuk membuat 

kesepakatan-kesepakatan mediasi. Jika salah satu pihak merasakan 

tidak nyaman dengan satu tempat, maka ia dapat memilih tempat lain. 

Para pihak tidak nyaman jika perkara mereka diketahui oleh banyak 

orang, sehingga melahirkan perasaan yang tidak respek terhadap proses 

mediasi. Bila hal itu terjadi dapat mengancam gagalnya mediasi. Oleh 

karenanya, penentuan tempat mediasi harus benar-benar disetujui 

bersama oleh para pihak yang berperkara. Mediator hanya dapat 

menawarkan tempat mediasi, tetapi ia tidak dapat memaksakan 

                                                         
48 Hamid Sarong, 11. 
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kehendaknya untuk suatu tempat tertentu bagi mediasi.49  

Pasal 15 Perma RI Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan 

Penerapan Lembaga Damai memberikan keluasan untuk para pihak 

dalam menentukan tempat mediasi di dalam salah satu ruangan 

pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh para 

pihak. Penggunaan tempat untuk perundingan mediasi, kelihatannya 

harus jelas karena keterangan tempat harus disebutkan secara  jelas 

dalam kesepakatan akhir tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. Pemanfaatan ruang tempat, meje-meja perundingan diluar 

sidang boleh saja berpindah-pindah, sesuai dengan kenyamanan para 

pihak, Pemindahan dari satu tempat ketempat yang lainpun dapat saja 

dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun terjadi 

pemindahan tempat, namun dalam kesepakatan akhir harus 

dicantumkan nama suatu tempat di mana perundingan mediasi 

dilakukan. Pemilihan tempat ini mediator mengikuti apa yang 

disepakati oleh para pihak yang berperkara.50 

Biaya mediasi adalah biaya yang dikeluarkan selama 

berlangsungnya proses mediasi. Biaya mediasi biasanya dikeluarkan 

bersama oleh kedua belah pihak yang berperkara, namun dalam praktik 

kadang-kadang juga ditemukan biaya mediasi dikeluarkan oleh salah 

satu pihak, dan disetujui oleh pihak yang lain. Biaya mediasi ini 

diperuntukkan oleh biaya jasa mediator, bahan-bahan yang diperlukan 

                                                         
49 Syahrizal Abbas, 331. 
50 Ibid., 331-332. 
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dalam proses mediasi seperti fotocopy, dokumen, biaya tempat atau 

biaya yang mendatangkan para ahli dan berbagai biaya lainnya yang 

bersifat insidental.51  

Bila tempat mediasi digunakan pada salah satu ruang pengadilan 

tingkat pertama, maka para pihak yang berperkara tidak perlu 

membayarkan sewanya, tetapi jika para pihak menunjuk tempat lain 

sebagai tempat penyelenggaraan mediasi, maka biaya dan sewa tempat 

harus dikeluarkan oleh para pihak. Demikian pula untuk biaya jasa 

mediator harus dibayarkan pula oleh para pihak, namun jumlah dan 

waktu pembayarannya sangat tergantung kepada kesepakatan mediator 

dengan para pihak. Jika mediator adalah hakim, maka para pihak tidak 

dipungut biaya apa pun, sedangkan mediator yang berasal dari bukan 

hakim, maka para pihak harus membayar jasa-jasanya, kecuali para 

pihak yang tidak mampu akan dibayarkan oleh negara.   

Pembayaran jasa mediator dapat dibayar pada awal dimulainya 

mediasi, saat sedang berjalan atau pada saat akhir dari proses mediasi, 

terutama untuk mendatangkan para ahli dalam proses mediasi. Jelasnya 

mekanisme pembayaran untuk seluruh proses mediasi sangat 

tergantung kesepakatan-kesepakatan para pihak dan kesepakatan 

mediator dengan para pihak. Jumlah dan kapan pembayaran biaya 

mediasi dilakukan para pihak juga sangat tergantung pada situasi dan  

kondisi serta kesepakatan bersama.52 

                                                         
51 Ibid. 
52 Syahrizal Abbas, 333. 
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f. Upaya perdamaian  

Berdasarkan hukum acara yang berlaku, upaya perdamaian di 

pengadilan selalu dilakukan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada 

sidang pertama, suami istri harus hadir secara pribadi, tidak boleh 

diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib 

berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat.53  

Mahkamah Agung belakangan ini terus melakukan upaya agar 

penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui perdamaian. 

Pada masa jabatan Ketua Mahkamah Agung. Bagir Manan dalam 

berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa sebaiknya 

penyelesaian perkara pada pengadilan dilakukan oleh yang berperkara 

itu sendiri secara damai, atau dengan bantuan tokoh masyarakat, tokoh 

agama dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.   

Hakim-hakim Agung, hakim-hakim pengadilan di bawahnya 

dan para pejabat pengadilan beberapa kali melakukan studi khusus 

tentang mediasi, ke negara-negara lain seperti ke Australia, Jepang, 

Amerika Serikat atau ke negara-negara Eropa. Suatu hal yang sangat 

menarik adalah bahwa ada kecenderungan kesamaan di dunia ini 

bahwa perkara-perkara perdata agar diselesaikan melalui perdamaian, 

apalagi yang menyangkut anak dan keluarga. 

 

 

                                                         
53 Mahkamah Agung RI., Undang-Undang RI Nomor 7/1989 jo Undang-Undang RI Nomor 

3/2006 tentang Peradilan Agama Pasal 82, HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154.  
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B. Isbat Nikah 

1. Pengertian isbat nikah 

   Kata itsbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. 

Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan 

(kebenaran sesuatu).54 Sedangkan nikah menurut fikih secara bahasa adalah 

bersenggama atau bercampur.55 Para  ulama  ahli  fikih  berbeda pendapat  

tentang  makna  nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

nikah menurut ahli fikih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syarak 

bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan 

kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.56 Isbat nikah berasal dari 

bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Kata “ithsbat” yang 

merupakan masdar atau asal kata dari “athbata” yang memiliki arti 

“menetapkan”, dan kata “ nikah”  yang berasal dari kata “nakaha” yang 

memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” 

memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.57 Sedangkan arti nikah 

menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  

dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa.58 Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas 

perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang 

sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah 

                                                         
54 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 339. 
55 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1. 
56 Ibid., 2. 
57 Ahmad Warsono Munawir, Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia, 145. 
58 Kompilasi Hukum Islam ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80. 
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terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada 

masa lampau ini belum atau bahkan tidak  dicatatkan ke pejabat yang 

berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN).59 Isbat  (penetapan)  merupakan  produk 

Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan di 

istilahkan  dengan perkara Voluntair. Dikatakan bukan peradilan yang 

sesungguhnya karena, di dalam perkara ini  hanya ada  pemohon, yang 

memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara 

voluntair   adalah   perkara   yang   sifatnya   permohonan   dan didalamnya 

tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara 

permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang 

menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan 

Agama seperti: 

a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 

melakukan tindakan hukum; 

b. Penetapan pengangkatan wali; 

c. Penetapan pengangkatan anak; 

d.  Penetapan nikah (isbat nikah); 

e. Penetapan wali adhal. 

2. Prosedur isbat nikah 

Prosedur permohonan itsbat nikah sama halnya dengan prosedur 

yang digunakan dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang 

                                                         
59 Burhanuddin, Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri (Jakarta: Media 

Pressindo, 2015), 1. 
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harus ditempuh oleh pemohon isbat nikah antara lain: 

a. Pemohon isbat nikah datang sendiri kepada Pengadilan Agama dengan 

membawa surat permohonan isbat nikah untuk didaftarkan kepada 

panitera Pengadilan Agama, yang disertai alasan-alasan serta bukti 

surat dan  saksi-saksi, agar pihak pengadilan mengabulkan 

permohonannya. 

b. Setelah perkara tersebut diterima oleh pihak Pengadilan, selanjutnya 

pihak Pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili 

perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan hari sidang. 

c. Pada tahap pelaksanaan sidang, majelis hakim akan meminta 

keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan itsbat 

nikah. 

d. Mejelis hakim setelah mendengar keterangan yang didapat maka 

selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasihat-nasihat 

kepada para pemohon. 

e. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara 

tersebut apakah dikabulkan atau ditolak.60 

Berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk prosedur isbat nikah ke 

pengadilan adalah sebagai berikut: 

a. Menyerahkan surat permohonan itsbat nikah kepada pengadilan agama 

setempat. 

b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat  yang 

menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan. 

                                                         
60 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), 56. 
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c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa 

pemohon telah menikah. 

d. Fotokopi KTP pemohon isbat nikah. 

e. Membayar biaya perkara. 

f. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.61 

3. Syarat-syarat isbat nikah 

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih 

klasik maupun kontemporer. Akan tetapi  syarat isbat  nikah ini dapat 

dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah 

(penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan  suatu  perkawinan yang  

telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam syariat 

Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai 

dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan  ke 

pejabat  yang berwenang yaitu  Pegawai Pencatat  Nikah (PPN).62 Dengan 

demikian pernikahan tersebut hanya sah  berdasarkan syariat Islam namun  

belum  sah  berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Oleh  karena  syarat-syarat itsbat nikah  sama  seperti  syarat-syarat 

perkawinan, maka syarat-syarat itsbat nikah adalah sebagai berikut:63 

a. Calon Suami 

b. Calon Istri 

                                                         
61 Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, “Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres 

No.1/1991 tentang kompilasi hukum islam” (direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam, 2000), 167. 
62 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 71. 
63 Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) 

Terjemahan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67. 
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c. Wali Nikah 

d. Dua Orang Saksi 

e. Akad 

4. Sebab-sebab isbat nikah 

Ketentuan mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan yang 

diajukan istbatnya kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 7 ayat 

(3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: itsbat nikah yang dapat 

diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan; 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Selain kelima diatas, Pernikahanya tidak dapat diajukan 

pengesahannya karena peraturan perundang-undangan telah mengatur 

sedemikian rupa.64 

 

 

C. Poligami 

                                                         
64 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,15-16. 
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1.  Pengertian poligami 

Poligami berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya banyak dan 

gamein yang  artinya  kawin.  Jadi  poligami  adalah kawin  banyak  artinya 

seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada waktu yang bersamaan. 

Dalam bahasa Arab, poligami disebut ta‘dil al-zawjat (berbilang pasangan), 

sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan.65 Poligami  menurut  

kamus  hukum berarti  perkawinan  seorang laki-laki dengan lebih dari 

seorang perempuan. Dengan demikian yang dimaksud poligami  disini  

adalah  ikatan  perkawinan  sah  antara seorang  laki-laki dengan lebih 

seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.66 

Poligami dalam pembedaan bahasa Indonesia, kata poligami 

bermakna sama dengan poligami dan permaduan yaitu perkawinan antara 

satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.67 Poligami menurut 

kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu 

pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang 

bersamaan.68 Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan 

yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu 

yang sama. Kebalikan poligami adalah monogamy, yaitu ikatan perkawinan 

yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu 

tertentu. Istilah lainya monogamy yaitu prinsip bahwa suami hanya 

                                                         
65 Mutada Mutahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam (Jakarta:Lentera, 1995), 206 
66 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Jakarta: Prestasi 

Pustaka,2007), 13-14. 
67 Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Kamus Ilmiah 

Populer, 1994), 329. 
68 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka cipta, 1986), 169. 
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mempunyai satu istri.69 

2. Dasar hukum poligami 

a. Menurut istilah dan bahasa  

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh).70 Allah 

Swt. membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan 

berlaku adil terhadap mereka, dikalangan fuqaha’ dan ulama modern 

berbeda-beda dalam menafsirkan tentang hukum poligami. Allah Swt. 

berfirman dalam Al-Qur’an surah An-nisa’ ayat 3 yang berbunyi : 

حِِ  ًً  لوُاْ َ و  ِِ ْْ َ إنِْ خِفْتُ مْ أ لَّ  َ 
رُب ع  صلى  ثلُ ث  و  ثنْ ى و  آءِ م  ن  الن ِس  ا طاا ب  ل كُمْ م ِ ى َ نْكِحُواْ م  إِنْ خِفْتمُْ ا لَّ  َقُْسِطُواْ َلِْي ت م  و 

وُلوُاْ  نكُُمْ ج ذ لِك  ا دْن ى ا لَّ  َْ  ل ك تْ ا يْم  ا م   أ وْ م 

 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana kamu menawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”71 

 

Menurut pandangan Quraisy Shihab ayat diatas tidak 

mewajibkan poligami atau menganjurkan, ia hanya berbicara tentang 

bolehnya poligami itu hanyalah merupakan sebuah pintu kecil yang 

hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkanya dan 

dengan syarat yang tidak ringan, dengan demikian, pembahasan tentang 

poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi 

ideal saja atau dari segi baik dan buruknya, akan tetapi harus dilihat dari 

                                                         
69 Musdah Mulia, MA, MPU, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian 

Agama dan Gender, 1999), 2-3. 
70 Ibid., 2. 
71 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Kudus: Menara Kudus), 78. 
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sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin 

terjadi.72 

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu 

perbuatan Rukhsah. Karena merupakan Rukhsah, maka bisa dilakukan 

hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan 

ini masih diisyaratkan berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang 

dituntut disini dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan, serta 

pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak berbuat adil, 

maka diharuskan cukup satu saja.73 

Ketentuan Dasar Hukum Poligami Pada dasarnya dalam Pasal 3 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia 

berasaskan monogami. Dalam pasal terbut mengatakan bahwa pada 

asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri. Dimana seorang perempuan hanya boleh mempunyai 

seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh Undang-

Undang adalah perkawinan monogami. Akan tetapi dalam Pasal 3 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 

pengecualian, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang 

suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan menerangkan dalam hal seorang suami akan 

                                                         
72 M. Quraiy Shihab, Tafsir Al-Misbah  (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410. 
73 Sayyid Qutub, Fi Dhilal Al-Qur’an Jilid IV (Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1961), 236. 
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beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan 

kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan 

hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari 

satu jika:  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri   

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan   

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

d. Selain penjelasan diatas, dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan, apabila suami mengajukan permohonan untuk beristri 

lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri  

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka  

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka.  

Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diterangkan 

juga bahwa persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-

istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi 

pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang 
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perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.74 

3. Alasan dan syarat poligami 

a. Alasan poligami 

Pada dasarnya seorang pria boleh mempunyai seorang isteri. 

Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat 

diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

dan Pengadilan Agama telah memberikan izin (pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Nomor. 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh 

Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang 

Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut. Pengadilan Agama 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari 

seorang apabila:75 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Apabila diperhatikan  alasan memberi izin melakukan poligami 

diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok 

pelaksanaan perkawinan. Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia 

dan  kekal  (istilah   KHI  disebut sakinah, mawadah dan  rahmah) 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang 

disebutkan  diatas  menimpa suami istri maka dapat  dikatakan  rumah 

                                                         
74 Dian Agustin, Hukum Keluarga dan Waris (http://www.Hukum/Keluarga/dan/Waris.html), 

diakses pada 27 Mei 2019. 
75 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 47. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 
 

 

tangga tersebut  tidak mampu menciptakan  keluarga bahagai (sakinah, 

mawadah dan rahmah). 

b. Syarat poligami 

Syariat Islam memperbolehkan  poligami dengan  batasan sampai 

empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam 

urusan pangan, pakaian, serta yang bersifat kebendaan tanpa 

membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang 

berasal dari keturunan  tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. 

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua 

hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup 

dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram baginya menikahi dengan 

empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka 

haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir 

berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya 

haram melakukan poligami.76 

Syarat poligami, dalam ayat Al-quran juga menerangkan tentang 

syarat-syarat melakukan poligami yaitu: 

a. Maksimal empat orang 

Islam  hanya membolehkan  seorang  laki-laki  melakukan 

poligami dengan empat orang istri. Seorang laki-laki/suami hanya 

diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimal sampai 

empat orang istri. Sebab empat orang istri itu sudah cukup, dan 

lebih dari itu berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh 

                                                         
76 Tihami, fiqih munakahat (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 362. 
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Allah Swt., bagi kemaslahatan hidup suami istri. 

Menurut   Imam Hanafi   dan   Imam   Syafii   di   dalam 

kitab Bidayatul Mujtahid bahwa tidak  boleh menikahi wanita  lebih 

dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan.77 

b. Adil terhadap istri-istri 

Allah Swt., telah memerintahkan lelaki yang ingin 

berpoligami agar berlaku adil dengan firmannya : “...Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja...” (Q.S4:3) 

Maksudnya : jika kamu khawatir tidak dapat perlaku adil 

terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, 

dan jika tidak sanggup, nikahilah satu istri saja atau hamba-hamba 

sahaya yang kamu miliki. 

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri menurut 

imam Syafii berhubungan dengan urusan fisik. Akan halnya 

keadilan dalam hati, menurut Syafii hanya Allah yang 

mengetahuinya, karena itu mustahil   seorang   dapat   berbuat adil   

terhadap   istrinya, yang diisyaratkan pada surah an-Nisa’ (4) : 129 

adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan demikian, hati 

memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil 

yang dituntut apabila seseorang mempunyai istri lebih dari satu 

adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan dan  

                                                         
77 Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid Jilid 11 (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 31. 
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perkataan.78 

c. Larangan untuk poligami 

Jika seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan 

seorang perempuan atau  lebih jika ia tidak  mampu memberi nafkah 

secara berkesenimbungan, karena Rasulullah saw bersabda: “Wahai 

para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian 

maka segeralah menikah, karena ia  lebih dapat menjaga  pandangan 

dan kemaluan. Barang siapa  yang  belum mampu,  hendaklah  

berpuasa, karena itu perisai.”79 

d. Persetujuan dari istri/istri-istri.80 

Adapun yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari 

istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun 

tertulis. Apabila pernyataan  itu  secara lisan maka harus diucapkan 

di depan sidang pengadilan. Kesulitan memperoleh istri/istri-istri 

ialah, bahwa nomaliter tiada seorang istripun yang suka di madu, 

sehingga bilamana ada yang mau memberikan izinnya tiada lain 

karena dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan: 

1) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri; 

2) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk 

kawin lagi dengan orang lain; 

3) Tidak ingin terjadi pecahnya hubungan keluarga, demi 

                                                         
78 Khoiruddin Nasution, Perdebatan Sekitar Status Poligami (Mustawa No.I, Vol.1, Maret 2002), 

61. 
79 Arij Abdurrahman As-Sanah, Memahami Keadilan dalam Poligami (Jakarta: PT. Globalmedia 

Cipta Publishing), 33. 
80 Baca Kompilasi Hukum Islam pasal 5 huruf (a) 
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kepentingan anak-anaknya. 

4. Hikmah poligami 

Mengenai hikmah disyariatkannya poligami (dalam keadaan darurat 

dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang 

mandul. 

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri 

c. Untuk menyelematkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan 

krisis akhlak lain 

d. Untuk  menyelamatkan  kaum  wanita  dari  krisis akhlak yang  tinggal   

di  daerah  yang  jumlah wanitanya lebih banyak dari pada lelakinya.81 

D.  Maslahah Mursalah 

1. Definisi Maslahah Mursalah 

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-

Ghazali. Pemikiranya, baik dalam bidang ushul fiqh atau lainnya menjadi 

pondasi para pemikir atau ulama setelahnya. Ia adalah tokoh yang 

menjadi inspirasi dan panutan dalam pemikiran Islam. Dalam bidang 

kajian ushul fiqh, jasa-jasanya dalam meletakkan dasar-dasar kajian 

Maqasid Syariah tidak terbantahkan. 

Perhatian al-Ghazali tentang kajian Maqasid Syariah bisa dilacak 

dalam tiga karyannya yaitu, al-mankhul min ta’li qat alu usul, shifa’ al-

ghalil fi bayan al -shabhwa al-mukhil wa masalik al-ta’lil, dan al-mustasfa 

fi ‘ilm al-usul al-fiqh. Ia menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, 

                                                         
81 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana , 2006), 136. 
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terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memperhatikan nilai-

nilai dimana ia dijadikan illat penetapan hukum. Illat tersebut harus 

sesuai dengan Maqasid Syariah. 

Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara 

syariat dengan istilah sangat erat sekali. Maslahat menurut al-Ghazali 

adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima 

macam maslahat di atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan 

urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat 

pokok/primer (dharuriyyat), kebutuhan/sekunder (hajjiyat), 

pelengkap/tersier (tahsiniyat).82 Pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) tentang 

esensi Maqasid Syariah adalah maslahat bisa diketahui dari definisi yang 

diutarakan oleh al-Ghazali sebagai berikut: 

ً  مَْـْفَعَة  أَوْ دَفْع  مَضَ  لْ ََ إ ن  فَ  ر ةٍ   وَلَسَْْا نَـعْْ ى َ ه  ذَل كَ  أمَ ا الْمَصْلَحَة  فَهَ يَ ع بَارَةٌ في  الَْْصْل  عَنْ 

د  الْخَلْق  وَصَلََح  الْخَلْق  في  تَ  فَعَة  وَدَفْعَ الْمَضَر ة  مَقَاص  ًَ الْمَْـْ لْ يْل  مَقَص د ه مْ   لَك ْ ا نَـعْْ ى ََ حْص 

ََ عَلَيهَ مْ د  الش رعْ  م نْ الْخَلْق  خَمْسَةٌ : وَه وَ  َ الْمَصْلَحَة  الْم حَافَظتَةَ عَلَى مَقْص ود   يْـْـَهَ مْ  أَنْ يَحْفَ

 وَنَـفْسَهَ مْ وَعَقْلَهَ مْ وَنَسْلَهَ مْ   فَك ل  مَا ي ـفَوِّ ت  هَد ه  الْْ ص ولَ فـَهَ وَ مَ فْسَدَةٌ وَدَفـْع هََا مَصْلَحَةٌ 83

Definisi maslahat yang diutarakan oleh al-Ghazali (w.505 H) 

sebagaimana pernyataan diatas, bisa dipersepsikan bahwa maslahat 

adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik kemanfaatan atau 

menolak kesulitan. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazali. 

                                                         
82 Ibid, hal 66-67 
83 Ibid, hal 66-67 
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Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk. 

Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka. 

Maslahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat 

(maqasid al-shariah). Al-Ghazali mencetuskan bahwa Maqasid Syariah 

tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima 

prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang 

mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah. 

Dan menolaknya, menghindarinya adalah maslahat.84 

Maslahah ( مصلحة ) berasal dari kata salaha (  صلح ) dengan 

pernambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan 

dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata saláh ( 

 yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan.85 Dalam ,( صلَح

bahasa arab Pengertian Maslahah berarti“ perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia”. artinya  bahwa  segala  sesuatu  

yang bermanfaat  bagi manusia,  baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemudharatan  atau  kerusakan. Seperti 

kaidah: 

ً  الْمَصَال ح   لْ ََ دْ م قَد م  عَلَى   دَرْء  الْمَفَا س 

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh 

kemaslahatan.” 

                                                         
84 file:///C:/Users/user/Desktop/1.%20makalah%20penting/324-616-2-PB.pdf 
85 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 366. 
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Maslahah dilihat dari segi apakah maslahah itu mendapatkan 

legalitas dari syariat ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, 

maslahah mu’tabarah, maslahah mulghah, dan maslahah mursalah, 

sebagai berikut : 

a. Maslahah Mu’tabarah 

Maslahah mu’tabarah adalah maslahah yang legalitasnya 

ditunjuk oleh al-Qur’an ataupun al-Hadis. Dalam hal penjagaan jiwa 

(hifzu al-nafs). Misalnya, merupakan  kemaslahatan  yang  harus 

direalisasikan secara pasti. 

b. Maslahah Mulghah 

Maslahah mulghah adalah maslahah yang legalitasnya ditolak 

oleh Allah Swt. sebagai syariat. Dalam artian bahwa sesuatu yang  

dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi  syar’i 

membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks. 

c. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah:  beberapa sifat yang sejalan dengan 

tindakan dan  tujuan  syariat,  tapi tidak  ada  dalil tertentu  yang 

membenarkan atau membatalkan, dengan  ditetapkan hukum padanya 

akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.86 

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah 

Kehidupan didunia ini akan selalu mengalami pekembangan pesat 

dari masa ke masa, perkembangan tidak lepas dari penemuan kasus-kasus 

yang tidak diatur nash sehingga perlu alat untuk berhujjah, maslahah 

                                                         
86 Wahbah Zuhaili, Ushul Al-fiqih Al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) , 757. 
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mursalah salah satu metode untuk berhujjah, meskipun banyak berbagai 

perbedaan pendapat dalam penggunaannya namun para ulama sepakat 

dapat diterima dalam fiqih Islam. Dengan demikian ada beberapa hal yang 

menguatkan sebagai   dasar   hukum   untuk   menggunakan   metode 

maslahah mursalah. Golongan Imam Maliki sebagai pembawa bendera 

maslahah mursalah mempunyai tiga alasan dasar sebagai berikut : 

a. Praktek  penggunaan maslahah  mursalah sudah terjadi  pada era 

Sahabat diantaranya yakni sebagai berikut : 

1) Sahabat  yang telah menggunakan maslahah mursalah ketika 

mengumpulkan al-Quran 

2) Ke dalam  beberapa   mushaf,   dalam   hal   ini   pada   masa 

Rasulullah saw tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka yang 

mendorong melakukan pengumpulan itu tidak lain hanya semata-

mata  karena maslahah, yaitu  menjaga al-Quran dari kepunahan 

karena pada saat itu banyak para hafiz yang meninggal dunia. 

3) Khulafa’u al-Rashidin pada masa menetapkan keharusan 

menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut 

hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas 

kepercayaan. Akan tetapi  ternyata  seandainya mereka tidak 

dibebani   tanggung   jawab   mengganti   rugi,   mereka   akan 

berbuat  ceroboh dan tidak  bisa menjaga harta  benda orang lain 

yang dibawah tanggung jawabnya. 

4)  Khalifah Umar memerintahkan  kepada pegawai negeri agar 

memisahkan harta  kekayaan pribadi dengan harta  kekayaan yang 
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diperoleh dari kekuasaanya. Karena dengan cara ini menurut Umar 

dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah  dari  hal-hal 

yang tidak  diinginkan.  Jadi kemaslahatan   umumlah  yang 

menjadikan  Khalifah  Umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut. 

b. Alasan yang lain yakni adanya maslahah dengan maqasid al- shari’ah 

(tujuan  tujuan  syariah)  artinya  dengan  dengan mengambil maslahah 

berarti merealisasikan maqasid  al-shari’ah. Maka dari itu jika 

mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan pula maqasid 

al-Shari’ah. Jika mengesampingkan hal tersebut akan batal demi 

hukum. Oleh karena itu  wajib menggunakan dalil maslahah atas dasar 

ia adalah sumber hukum pokok (asal) yang berdiri sendiri. Sumber 

hukum ini tidak keluar dari  usul  (sumber-sumber pokok), bahkan  

terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqasid al-Shari’ah. 

c. Orang-orang mukallaf akan mengalami kesempitan dan kesulitan, 

seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 

mengadung maslahat selama berada dalam konteks maqasid al 

shari’ah.87 

3. Macam-macam Maslahah Mursalah  

Para ahli usul fiqh mengemukakan beberapa rumusan qaidah 

maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, 

mereka membaginya dalam tiga macam yaitu: 

a. Al-Maslahah al-Dharuriyyah 

b. Al-Maslahah al-Hajiyyah  

                                                         
87 Abu Zahra Muhammad, Ushul Fiqh (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), 430 
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c. AI-Maslahah al- Tahsiniyyah88 

a) Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan 

kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah 

kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi 

eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta 

Menurut para ahli usul fiqh, kelima kemaslahatan ini disebut Al-

maslahah Al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka 

kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan 

selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari 

kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan 

apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat 

dan pribadi.89 

b) Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya 

yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan Al-Hajiyyah 

(kebutuhan sekunder) adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan 

manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya 

kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan 

meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya 

                                                         
88  Abdul Azis Dahlan, et al. Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1984), 

1109. 
89 Ibid 
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dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.90 

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1) Hal-hal yang sinkron dengan syariat, seperti mendirikan sekolah dalam 

hubungannya untuk menuntut ilmu agar bisa meningkatkan kualitas 

akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah 

tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan 

ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. 

Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah. 

2) Hal yang dilarang oleh syariat melakukanya, menghindarkan secara 

tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury 

Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala 

perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal 

ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina 

yang dharury, misalnya khahvat dan sebagainya. 

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) 

yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak 

ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi 

manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) rukhsah ini berlaku 

dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti 

jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan 

qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat  (denda) 

ataupun tanpa diyat  sama sekali. 

                                                         
90  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213. 
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c). Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya 

pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan 

sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang 

sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan 

hidup manusia Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, 

maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan 

kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan 

dan kebinasaan hidup.91 Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan 

akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. 

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok 

syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya yang 

meliputi lima unsur pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. 

memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda 

Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut Al-maslahah Al-khamsah 

Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar 

memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat dan 

kebutuhan ini termasuk kemaslahatan yang bersifat dharuriyyah (primer). 

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum yang lebih 

mencakup kebutuhan selain kebutuhan yang bersifat dharuriyyah 

(primer), para ahli ushul membagi kepada dua kelompok lagi lainnya 

yakni kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat hajiyyah 

(sekunder) dan kebutuhan tahsiniyyah (Tersier atau pelengkap). Dan ke 

tiga kebutuhan itu dirumuskan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan 

                                                         
91  Hamka Haq.76. 
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kepentingan kemaslahatannya oleh para ulama’ Usul Fiqh. 

4. Syarat dan kedudukan Maslahah Mursalah 

Para ulama dalam penggalian hukum sangat berhati-hati  salah 

satunya ketika menggunakan metode maslahah mursalah, dalam hal ini 

para ulama memberikan syarat sangat ketat, karena dikhawatirkan 

menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan 

keinginan perorangan saja. maka dari itu diberikan syarat sebagai berikut: 

a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat sebenarnya, bukan didasarkan  

pada  praduga  semata.  Tegasnya,  maslahat  itu  dapat diterima  secara 

logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatan suatu hukum dalam 

Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan 

kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan 

hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga 

(wahmiah). 

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasid al-shari’ah dan tidak 

bertentangan dengan nash artinya, kemaslahatan tersebut harus sejalan 

dengan kemaslahatan yang ditetapkan dalam syariat. 

c. Maslahah mursalah diamalkan  dalam kondisi  yang memerlukan, yang 

seandainya  masalahnya  tidak  diselesaikan  dengan cara  ini, maka 

umat mengalami kesulitan dalam hidup, dalam arti untuk 

menghindarkan dari kesulitan hidup. Seperti kaidah ushul fiqih : 

ةِ  صْل ح  نوُْطٌ بِالْم  اعِي ةِ م  امِ ع ل ى الر  م  فُ الِْْ ر   َ ص 

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan 

dengan kemaslahatan.” 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 
 

 

d. Kemaslahatan   itu   berlaku   umum   bagi   orang   banyak, bukan 

kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu  hal ini selaras 

dengan nash  bahwa Islam adalah Agama  rahmat  bagi semesta alam.92 

Dalam padangan al-Imam al- Ghazali ketika menggunakan metode 

penggalian  hukum maslahah  mursalah sebagai  salah  satu metode 

penetapan hukum, beliau tidak begitu mudah dalam menggunakanya 

namun beliau memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat 

tersebut antara lain yaitu : 

1) Kemaslahatan itu harus lima kebutuhan pokok, apabila hanya 

kebutuhan kedua atau hanya kebutuhan pelengkap saja maka metode 

ini tidak dapat digunakkan. 

2) Kemaslahatan itu  harus  bersifat  semesta,  yakni  kemaslahatan  kaum 

muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan 

dalam suatu keadaan tertentu. 

3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti atau mendekati itu.93  

Melihat begitu ketat syarat diatas dalam menggunakan maslahah 

mursalah, maka  dari  itu  para  ulama  sangat  berhati-hati dalam berhujjah 

dalam menggunakan metode ini. 

 

 

 

 

                                                         
92 Abdu al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh  (Jakarta : PT Rineke Citra, 1990 ), 101. 
93 Ibid.97 
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BAB III 

PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA 

ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM PUTUSAN 

No : 0004/PDT.G/2013/PA.YK 

 

A. Tinjauan Umum tehadap pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Isbat Nikah 

Poligami 

 

Dalam sebuah putusan yakni Putusan Nomor : 

0004/PDT.G/2013/PA.YK, dalam perkara permohonan isbat nikah, tertulis 

bahwasannya : Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak 

berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan 

mediator Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator 

tanggal 07 Februari 2013 ternyata mediasi tidak berhasil, kemudian 

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. 

Atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah 

memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:  

1. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan alasan selama 

ini Pemohon I tetap berlaku adil dan telah berjanji dengan sungguh-

sungguh untuk menepati kewajibannya secara adil menurut ajaran Agama 

Islam; 

2. Bahwa Termohon dan orang tua Termohon juga tidak keberatan dengan 

adanya pengajuan permohonan Istbat Poligami Pemohon I dengan 

Pemohon II; 

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon telah diperoleh 
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harta bersama berupa : 

a. Sebuah sepeda motor 

b. Sebuag mobil pick-up 

c. Sebuah rumah dibangun di atas tanah orang tua seluas –M2 

4. Bahwa harta bersama tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh Pemohon 

II, harta bersama tersebut tetap sebagai harta bersama antara Termohon 

dengan Pemohon I. 

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada 

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon. 

Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon I dan 

Termohon hingga akhirnya setelah Termohon memberikan jawaban, Pemohon 

menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon akan mencabut 

perkaranya. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk pada 

Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dibenarkan. Oleh 

karena itu Majlis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon untuk 

mencabut perkaranya itu dapat dikabulkan.” 

Melihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan 

mediasi yang telah dibantu dan dilakukan oleh mediator yang dilaksanakan di 

ruang mediasi Pengadilan Agama Yogyakarta itu tidak berhasil, dilanjutkan 

dengan proses pemeriksaan tahap selanjutnya, akan tetapi ditengah 

pemeriksaan majlis hakim telah berhasil mendamaikan. 

Adapun usaha mendamaikan yang dilakukan majelis hakim telah dapat 

membuahkan hasil yang berbeda dalam upaya mendamaikan para pihak 
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terhadap perkara permohonan isbat nikah poligami tersebut, sehingga para 

pihak bersedia untuk mencabut perkaranya. 

Dengan adanya proses mediasi dan berhentinya suatu perkara tersebut 

di tengah-tengah pemeriksaan perkara dengan tanpa adanya suatu perubahan 

dalam upaya hukum yang dilakukan suami (pemohon I), padahal pada 

dasarnya permohonan tersebut diajukan bertujuan untuk menjadikan 

hubungan antara dirinya (Pemohon I) dengan istri ke-dua (Pemohon II) sah 

menurut agama dan negara (legal). Didalam kutipan putusan diatas juga telah 

didukung oleh pernyataan pihak istri pertama (Termohon) dengan adanya 

pernyataan tidak keberatan, akan tetapi dengan berhasilnya suatu mediasi 

yang dilakukan oleh para Majelis Hakim menjadikan perkara tesebut tidak 

dilanjutkan dan tidak memberikan implikasi terhadap status perkawinan yang 

dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II.  

Untuk melengkapi data informasi yang lebih akurat, penulis 

melakukan wawancara kepada hakim mediator Pengadilan Agama Yogyakarta 

dan para pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah poligami di 

Pengadilan Agama Yogyakarta, diantaranya: 

1. Wawancara dengan Hakim 

a. Wawancara dengan Bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. 

Dalam waktu kesempatan wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. didapatkan beberapa 

informasi bahwa Berdasaarkan sebuah putusan yakni Putusan Nomor : 

0004/PDT.G/2013/PA.YK bertempat di Pengadilan Agama Yokyakarta. 

Adapun mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim ditengah proses 
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pemeriksaan tersebut, yakni mediasi terhadap perkara isbat nikah 

poligami yang dilakukan cukup dilematis. Dikarenakan mediasi 

merupakan hal yang penting dalam proses persidangan termasuk hukum 

acara yang wajib dilaksanakan didalam persidangan sebab proses tersebut 

mempunyai payung hukum yang tertuang  kuat didalam, PERMA Nomor 

1 Tahun 2016.  

1) Mediasi merupakan hal yang sangat penting untuk perkara yang 

diajukan di pengadilan, meskipun perkara tersebut sifatnya 

permohonan seperti halnya isbat nikah poligami, karena ditakutkan 

pihak istri pertama merasa dirugikan sebab hadirnya istri ke – 2 

sehingga diperlukan mediasi. 

2) Dalam perkara isbat nikah poligami merupakan 2 unsur hukum yang 

berbeda jika ditinjau  dari segi bahasa yakni : perkara tersebut bisa 

diajukan dengan 2 perkara yang berbeda permohonan isbat nikah dan 

izin poligami. 

3) Bapak hakim menilai dan berpendapat bahwasannya perkara tersebut 

bisa berhasil dimediasi ketika termohon (istri pertama) merasa sudah 

tiddak dirugikan dengan adanya fakta hukum dan pertimbangan-

pertimbangan yang lainnya. 

4) Melihat berhasilnya proses mediasi didalam putusan tersebut dengan 

hasil bahwasannya dicabutnya perkara yang diajukan oleh pemohon, 

sama halnya majelis hakim secara tidak langsung tidak menyetujui 

permohonan isbat nikah poligami. 

5) Sebenarnya 2 unsur hukum tersebut bisa dimohonkan secra bersamaan 
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yang mana permohonan tersebut dikenal dengan permohonan 

kumulatif, hal ini akan berhasil diterima dan dikabulkan jika syarat, 

alasan, dan fakta-fakta telah terpenuhi. 

  

b. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asy’ari, M.H.  

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Asy’ari, 

M.H. seorang hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang juga 

menjalankan fungsi sebagai mediator. Dalam kesempatan tersebut,  beliau 

memberikan informasi bahwa semua hakim yang ada di Pengadilan 

Agama Yogyakarta mempunyai tugas sebagai mediator. Namun, pada 

tahun 2017 Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta hanya memfungsikan 4 

hakim mediator diantaranya yaitu Drs. Ma’mun, Drs. Rifa’i, S.H., Drs. H. 

Ahmad Adib, S.H., M.H., Drs. H. Asy’ari, S.H., M.H. Dalam menjalankan 

perannya, mediator selaku pihak penengah berusaha untuk memberikan 

nasihat dan saran-saran yang mengarahkan pada kemanfaatan dan 

kemadhorotan pernikahan poligami serta kepentingan anak. Tingkat 

keberhasilan mediasi yang dicapai dalam melakukan mendamaikan para 

pihak terhadap perkara poligami sebagian besar gagal/tidak berhasil 

karena dipengaruhi faktor tekad suami untuk menikah lagi serta adanya 

kemampuan suami dalam segi financial. Efektivitas mediasi terhadap 

perkara isbat nikah poligami kurang efektif karena pihak suami dan istri 

sudah saling menerima dengan adanya kehadiran wanita lain dalam 

kehidupan rumah tangga mereka. Mediasi sebagai cara yang efektif untuk 

menyelesaikan sengketa dirasa kurang memberikan hasil yang maksimal 
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karena adanya pandangan masyarakat bahwa mediasi hanya sekedar 

formalitas saja dalam menjalankan hukum acara yang berlaku dalam 

Peradilan Agama. 

B. Proses Pelaksaanaan Mediasi terhadap Perkara Permohonan Isbat Nikah 

Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta. 

 

Mediasi merupakan suatu proses upaya yang dilakukan oleh mediator  

(piahak ketiga) yang bersikap netral, bertujuan untuk mendamaikan para pihak 

bersengketa dalam mencapai sutau kesepakatan yang diinginkan dengan 

tempo waktu lebih singkat. Pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Yogyakarta terhadap perkara permohonan isbat nikah poligami ini, 

sudah dilakukan dengan benar dalam artian mengikuti rambu-rambu undang-

undang yang telah ditetapkan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan itu masih 

belum berjalan secara efektif atau tingkat keberhasilan mediasi belum 

mencapai hasil yang maksimal. Disamping itu hakim juga mempunyai 

kewenangan menjadi mediator didalam perkara tersebut ketika perkara itu 

masih dalam pemeriksaan. 

Mediator sebagai pihak yang dapat menuntun para pihak kejalur  

perdamaian, sudah melakukan tupoksinya secara maksimal. Akan tetapi, 

karena dari segi perkaranya sendiri bersifat permohonan yakni lebih khususnya 

permintaan terhadap izin isbat nikah poligami pada dasarnya didalamnya 

bukanlah perkara yang mengandung suatu sengketa namun, perkara tersebut 

adalah suatu permohonan isbat nikah poligami merupakan perkara yang hanya 

berangkat dari suatu keinginan untuk ditetapkannya status pernikahannya 

dengan istri yang menikahinya dibawah tangan (sirri).  
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Dengan itu proses pelaksanaan mediasi bisa menghasilkan suatu 

putusan yang berbeda-beda, diantaranya : 

a. Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah  Poligami yang Dikabulkan 

b. Putusan Perkara Permohonan Isbat niakh Poligami yang Dicabut 

c. Putusan Perkara Permohonan Isabt Nikah Poligami yang Tidak Dapat 

Diterima 

Adapun perkara ini termasuk perkara permohonan pada kasus 

penetapan nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk yang berisi tentang permohonan 

izin isbat nikah poligami. Namun dalam perkara ini majelis hakim menetapkan 

dicabutnya perkara tersebut oleh pemohon, karena berhasilnya proses sebuah 

mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim.  

1. Deskripsi singkat perkara  

Surat permohonan izin isbat nikah poligami tersebut didaftarkan di 

panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 

0004/Pdt.G/2013/PA.Yk pada tanggal 02 Maret 2013. Pemohon telah 

mengajukan permohonan izin poligmi atas nama Mar’I Thalib bin Sholeh 

bin Tholib (Pemohon I) umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan 

wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. 

Melawan termohon bernama Firdaus Baraja binti Umar Barodjak 

(Termohon), umur 29 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat 

kediaman di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Dalam hal ini 

pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. 

Kasiati binti Mansyur (Pemohon II), umur 21 tahun, pekerjaan mengurus 
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rumah tangga, tempat kediaman di Playen Kabupaten Gunungkidul.1 

2. Temuan Fakta di Persidangan  

Dalam hal ini pemohon adalah suami dari termohon yang menikah 

secara sah dan telah hidup bersama selama ± 13 tahun 6 bulan yang telah 

dikaruniai  1 orang anak. Sedangkan yang melatar belakangi pemohon 

mengajukan izin poligami ini karena pemohon merasa mampu dalam 

masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena 

pemohon I mempunyai penghasilan dari pekerjaannya rata-rata sebesar 

Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. Begitupun 

pemohon juga sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anaknya.  

Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan perkara tersebut 

para pihak dipanggil dan diperiksa, Adapun perkara tersebut masih 

termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah diajukan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil 

permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan wilayah hukum 

yang tepat. Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 07 Februari 2013 

dari hakim mediator Hj. Murtianah, S.H., M.h., menyampaikan yang pada 

kesimpulannya mediasi tersebut tidak berhasil. Meskipun mediator yang 

telah ditunjuk oleh majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak namun usahanya tidak membuahkan hasil.  

Selama jalannya persidangan dan pemeriksaan termohon 

membenarkan apa yang disampaikan oleh pemohon, kemudian termohon 

bersedia untuk dimadu dengan mengisbatkan pernikahannya dengan calon 

                                                         
1 Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk,. 
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istri pemohon yang ke dua. Namun dalam kasus ini pemohon tidak 

merubah status pernikahaannya dikarenakan berhasilnya proses mediasi 

tersebut sehingga pemohon mencabut perkaranya.  

Dari alasan itulah majelis hakim menganggap tidak perlu 

permohonannya dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, 

sehingga majelis hakim menyatakan permohonan tersebut  secara tidak 

langsung ditolak.  

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara dengan Penetapan 

Pencabutan Perkara oleh Pemohon. 

 

Setiap memutuskan perkara hakim mengacu pada Undang-Undang, 

fakta-fakta yang ditemukan, dan pertimbangan-pertimbangan juga alasan-

alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim. Didalam pendapat dan 

pertimbangan majelis hakim memiliki hasil keputusan yang berbeda-beda 

dalam suatu perkara.   

Berikut pertimbangan hakim dalam menerima atau tidak permohonan 

isbat nikah poligami: 

1. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim  

Terhadap pengajuan permohonan isbat nikah poligami ini majelis 

hakim mencantumkan beberapa pertimbangan yang diantaranya:  

a. Perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama 

Yogyakarta, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan 

pemohon dapat diterima.  

b. Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan dan 
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menghadirkan alat bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi.  

c. Berhasilnya Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh 

mendamaikan dengan menasehati para Pemohon dan Termohon 

hingga akhirnya setelah Termohon mengajukan jawaban, para 

Pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa para Pemohon 

akan mencabut Permohonannya. 

d. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis 

Hakim menilai bahwa permohonan isbat nikah poligami tersebut 

dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya 

permohonan isbat nikah poligami tersebut dinyatakan tidak dapat 

diterima karena kesediannya pemohon untuk mencabut perkaranya.2 

2. Amar penetapan Majelis Hakim  

Pemohon yang akan mengisbatkan poligaminya dengan memohon 

kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan 

pemohon untuk mencabut perkaranya, serta menyertakan perkara Nomor 

0004/Pdt.G/2013/PA.Yk selesai karena dicabut. Maka dari pernyataan 

yang penulis paparkan diatas, dalam putusan ini majelis hakim 

menyatakan permohonan pemohon tidak perlu permohonannya 

dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, sehingga majelis 

hakim menyatakan permohonan tersebut secara tidak langsung ditolak 

dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satau ribu rupiah). 

                                                         
2 Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PA.Yk,. 
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3. Hasil wawancara ( interview ) Majelis Hakim   

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu hakim bernama Drs. 

H. AHMAD ZUHDI, S.H., M.Hum yang telah memutus perkara tersebut 

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak perlu 

permohonannya dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan 

atas dasar, bahwasannya Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh 

mendamaikan dengan menasehati para pemohon dan termohon hingga 

akhirnya setelah Termohon mengajukan jawaban, para pemohon 

menyatakan di depan persidangan bahwa para pemohon akan mencabut 

permohonannya.  

Ada beberapa alasan Majelis Hakim memberikan nasehat dan 

melaksanaan mediasi tersebut agar pemohon dapat diterima permohonnya 

dengan mencantumkan dan membuktikan alasan-alasan yang lebih tepat 

yakni alasan yang sudah dituangkan dalam PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 

41 yaitu:  

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:  

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, 

ialah:  

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri  

2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan  

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan 
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itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani 

oleh bendahara tempat bekerja, atau  

2) Surat keterangan pajak penghasilan  

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan 

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang 

dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.  

Dari aspek psikologis, majelis hakim juga mempertimbangkan dari 

pihak termohon, majelis hakim menduga termohon dipaksa oleh pemohon 

untuk menyetujui pemohon menikah lagi, dalam hal ini majelis hakim 

ingin melindungi dari sisi perempuan. Karena pemohon sudah 

diperingatkan untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun 

bukti saksi untuk membuktikan apa yang telah diucapkan di depan 

persidangan namun tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon. Dari sinilah 

majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon.  

Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek 

sosiologisnya yaitu termohon telah mempunyai satu orang anak, yang mana 

umurnya masih 11 tahun, dan calon istri pemohon juga tidak beda jauh 

umurnya dengan termohon. dari sini ketidakmungkinan terjadi apabila seorang 

istri mau di poligami, apalagi melihat umur calon istri pemohon yang tidak 

jauh berbeda dengan termohon. Majelis hakim menduga termohon takut jika 
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nanti dicerai oleh pemohon, dan berdampak pada nantinya pandangan 

masyarakat buruk tentang status termohon jika dicerai yang akhirnya 

termohon menyetujui permintaan pemohon. Dari hal itulah kenapa majelis 

hakim tidak menerima permohonan tersebut. 

Adapun dari aspek sosiologis ketika permohonan itu dikabulkan oleh 

Majlis Hakim akan menimbulkan banyak pandangan dan asumsi masyarakat 

terhadap pernikahan dibawah tangan, yang mana masyarakat akan 

beranggapan bahwasannya ketika seseorang ingin berpoligami akan 

melakukan hal yang sama seperti itu, untuk diizinkan poligaminya maka harus 

melakukan hal tersebut. 

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Majelis 

Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat memberikan 

alasan yang lebih tepat untuk permohonanya. Majelis hakim juga 

mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis, untuk tidak 

diterimanya permohonan tersebut.secara tidak langsung melalui pelaksanaan 

mediasi dengan memberi nasehat-nasehat dan masukannya. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI 

DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI 

  

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi terhadap Putusan 

Nomor  0004/PDT.G/2013/PA.YK. 

 

Dalam penetapan permohonan isbat nikah poligami Nomor 

0004/PDT.G/2013/PA.YK pemohon ingin melakukan upaya hukum untuk 

merubah status yang semulanya pernikahan dengan istri kedua itu 

dilaksanakan dibawah tangan menjadi sebuah pernikahan yang legal. 

Dikarenakan pemohon merasa mampu dalam masalah ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena pemohon I mempunyai 

penghasilan dari pekerjaannya rata-rata sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh 

juta rupiah) setiap bulan. Begitupun pemohon juga sanggup untuk berlaku adil 

kepada istri-istri dan anaknya. Selama jalannya persidangan termohon 

membenarkan segala ucapan pemohon I, akan tetapi ketika pemohon I berhasil 

dimediasi oleh majlis hakim dengan sungguh-sungguh pihak Pemohon I 

bersedia untuk mencabut perkaranya. Dari alasan tersebut majelis hakim 

memutuskan permohonan isbat nikah poligami tersebut dinyatakan tidak 

dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan ke-I  

“Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon 

beragama Islam, dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara 

perkawinan dimana Pemohon I hendak mengistbatkan pernikahan sirrinya 
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(poligami liarnya) dengan Pemohon II, yang  ternyata Pemohon I masih 

terikat pernikahan sah dengan Termohon. Meskipun “isbat poligami” tidak 

secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun setidaknya 

perkara istbat poligami masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan. 

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan 56 ayat (1) UU No.7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bahwa perkara ini termasuk 

kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta, dan telah diajukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 

secara formil permohonan pemohon dapat diterima”  

Jika dilihat dari pertimbangan pertama, seharusnya perkara ini, 

karena dalam pertimbangannya majlis hakim menyatakan secara formil 

permohonan tersebut dapat diterima, yang artinya tidak ada cacat formil 

didalamnya.  

2. Pertimbangan ke-II  

“Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha dengan sungguh-

sungguh mendamaikan dengan menasehati Para Pemohon dan Termohon 

hingga akhirnya setelah Termohon mengajukan jawaban, Para Pemohon 

menyatakan di depan persidangan bahwa Para Pemohon akan mencabut 

permohanannya”. 
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Dari pertimbangan kedua ini, pemohon tidak dapat melanjutkan 

perkaranya untuk diperiksa karena mediasi yang dilakukan Majlis Hakim. 

Sehingga permohonan tersebut dicabut atas dasar mediasi yang sudah 

berhasil dengan hasil termohon bersedia untuk mencabut perkaranya 

setelah mediasi dilakukan oleh Majelis Hakim. Pada dasarnya pemohon 

melakukan upaya hukum untuk merubah status perkawinnya agar 

dilindungi dan diakui (legal) oleh negara, karena sebab itu pemohon 

mengajukan permohonannya. Berhubung pemohon bersedia untuk 

mencabut perkaranya karena telah diberi nasehat dan saran untuk berdamai 

dan hal itu berhasil maka, pemohon  secara otomatis tidak bisa melajutkan 

proses permohonannya dengan meyakinkan hakim atas kebenaran yang 

telah diucapkan dalam dalil tersebut. Apabila dalam perkara tersebut 

pemohon tidak dapat mengajukan bukti, majlis hakim tidak dapat 

mengizinkan perkara tersebut berdasarkan PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 41 

yaitu:  

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:  

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, ialah:  

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan  

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 
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persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani 

oleh bendahara tempat bekerja, atau  

2) Surat keterangan pajak penghasilan  

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan 

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.  

Namun disini ketika ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku  

pemohon tidak memberi alasan yang lebih konkrit yakni dalam ketentuan 

PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 41 point a. Atas dasar tersebut majelis hakim 

mendamaikannya, dan majelis hakim memberi kesempatan untuk 

memperbaiki alasan-alasannya dengan diperkuat dengan bukti-bukti yang 

ada. agar dapat diterima oleh majelis hakim. 

3. Pertimbangan ke-III  

“Menimbang, bahwa atas dasar Dari aspek psikologis, majelis hakim 

juga mempertimbangkan dari pihak termohon, majelis hakim menduga 

termohon dipaksa oleh pemohon untuk menyetujui pemohon menikah lagi, 

dalam hal ini majelis hakim ingin melindungi dari sisi perempuan. Karena 

pemohon sudah diperingatkan untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti 

surat ataupun bukti saksi untuk membuktikan apa yang telah diucapkan di 

depan persidangan namun tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon. Dari 
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sinilah majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon.  

 

4. Pertimbangan ke – IV 

“Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek 

psikologisnya yaitu termohon telah mempunyai satu orang anak, yang 

mana umurnya masih 11 tahun, dan calon istri pemohon juga tidak beda 

jauh umurnya dengan termohon. dari sini ketidakmungkinan terjadi apabila 

seorang istri mau di poligami, apalagi melihat umur calon istri pemohon 

yang tidak jauh berbeda dengan termohon. Majelis hakim menduga 

termohon takut jika nanti dicerai oleh pemohon, dan berdampak pada 

nantinya pandangan masyarakat buruk tentang status termohon jika dicerai 

yang akhirnya termohon menyetujui permintaan pemohon. Dari hal itulah 

kenapa majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut.  

Dari sisi lain, yakni dari segi sosiologisnya ketika permohonan itu 

dikabulkan oleh Majelis Hakim akan menimbulkan banyak pandangan dan 

asumsi masyarakat terhadap pernikahan dibawah tangan, yang mana 

masyarakat akan beranggapan bahwasannya ketika seseorang ingin 

berpoligami akan melakukan hal yang sama seperti itu, untuk diizinkan 

poligaminya maka harus melakukan hal tersebut.”1 

Dari alasan pertimbangan hakim ini, menurut penulis alasan hakim 

disini semakin mengulur waktu. Apabila hakim beralasan dengan 

memberikan kesempatan untuk memperbaiki melengkapi alasan yang 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mencari bukti-bukti, maka 

                                                         
1 Ahmad Zuhdi, Yogyakarta, 5 Agustus 2020 
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sidang dapat diundur untuk agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian. 

Namun jika dilihat dari perkara ini, sidang langsung diputus karena 

pemohon telah diberi nasehat sehingga, berhasil dimediasi dan bersedia 

untuk mencabut permohonannya. Menurut penulis alasan ini juga tidak 

merubah status pernikahannya dengan istri ke dua yang mana, 

pernikahannya masih berstatus pernikah dibawah tangan (ilegal).  

Jika dia sudah memperbaiki alasan-alasan permohonan isabt nikah 

poligaminya dengan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi, 

pemohon harus mengajukan ulang permohonan isbat nikah poligami ini 

mulai dari awal kembali. Kemudian dari aspek psikologis, majelis hakim 

juga mempertimbangkan dari pihak termohon, majelis hakim menduga 

termohon dipaksa oleh pemohon untuk menyetujui pemohon untuk dimadu, 

dalam hal ini majelis hakim ingin melindungi dari sisi perempuan. Dari 

sinilah majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon untuk 

menerima permohonannya. Selain itu majelis hakim juga 

mempertimbangkan dari aspek sosiologisnya yaitu termohon sudah 

mempunyai 1 orang anak, apalagi yang mana sudah menginjak umur 11 

tahun, dan calon istri pemohon juga tidak beda jauh umurnya dengan 

termohon. Majelis hakim menduga termohon takut jika nanti dicerai oleh 

pemohon dan berdampak bagi pandangan masyarakat tentang status 

termohon nanti yang akhirnya termohon menyetujui permintaan pemohon. 

Atas dasar itulah kenapa majelis hakim memediasi dan menasehati 
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pemohon untuk mencabut permohonan tersebut.2 

Dari alasan pertimbangan hakim tersebut, pelaksanaan mediasi 

tersebut tidak sesuai dengan koridor hukum Islam, karena apabila 

pelaksanaan mediasi tersebut hanya atas dasar tidak adanya alasan yang 

ada dalam point a dan menghalangi sebuah kemaslahatan suatu keluarga 

dengan tidak memberikan kelegalan pernikahan yang dilakukan oleh pihak 

istri kedua, akan menyebabkan tidak diakuinya anak yang dimiliki pihak 

pemohon oleh Negara, sehingga tidak bisa menerima segala pelayanan yang 

diberi oleh pemerintah. Seharusnya perkara ini tidak diselesaikan melalui 

mediasi dengan memberikan nasehat untuk berdamai dan hal ini secara 

tidak langsung majelis hakim meniggalkan upaya hukumnya untuk 

merubah staus perkawinanya dengan istri yang ke dua. Apabila Itikad baik 

atau upaya hukum itu digagalkan dengan cara dimediasi maka, pelaksanaan 

mediasi tersebut tidak sesuai nilai-nilai hukum Islam yang telah 

ditetapkan., akan tetapi dalam kasus ini pelaksanaan mediasi harus 

dilakukan sesuai nilai-nilai hukum Islam dalam sebuah mediasi. 

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Isbat 

Nikah Poligami. 

 

Setelah pemaparan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas dalam 

perkara permohonan isbat nikah poligami, berdasarkan kronologi putusan dan 

pertimbangan hakim yang telah penulis mewawancarai, tidaklah cukup jika 

hanya menggunakan pertimbangan dari majelis hakim. Akan tetapi, juga harus 

                                                         
2 Ahmad Zuhdi, Yogyakarta, 5 Agustus 2020 
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melihat dari sisi pandang dalam landasan teori hukum Islam apakah 

pelaksanaan dalam perkara tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai hukum 

Islam. Disini pembahasan akan  lebih dikonsentrasikan terhadap  analisis 

Hukum Islam dengan menggunakan metode maslahah mursalah terhadap 

pelaksanaan mediasi untuk dalih dalam memutuskan perkara tersebut.  

Pada persidangan yang bersifat voluntair (tidak ada sengketa), dalam 

putusan Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK pengadilan telah menerima, 

memeriksa, dan mengadili yang diajukan kepada wilayah yuridiksi dengan 

baik. Adapun permohonan yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya  ingin 

merubah status perkawinanya yang semula ilegal (dibawah tangan) menjadi 

diakui oleh negara (legal), agar sesuai dengan apa yang di atur dianjurkan 

dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pemohon sebagai warga negara 

maka pemohon berhak untuk melakukan upaya hukum yang mana perkara 

tersebut diajukan dengan baik dan didalam petitumnya pada point 5 tersebut 

untuk dikabulkan, hal tersebut telah dijabarkan oleh penulis dalam bab IV. 

Melihat pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

35 Tahun 1999). Meskipun UU No.14 Tahun 1970  tersebut telah diganti oleh 

UU Nomor 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 

Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. 

Ketentuan tersebut menegaskan:  

a. Pada prinsipnya; penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) 

melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, 

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 
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diajukan kepadanya. Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya 

fungsi dan kewenangan pengadilan dibidang perdata adalah memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak 

persengketaan antara dua pihak atau lebih. 

b. Secara eksepsional (exceptional ), penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 

14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada 

pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas 

pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat 

sengketa atau jurisdiction . Akan tetapi disamping itu, berwenang juga 

memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair 

(voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan.3 

Melihat perkara Nomor 0004/PDT.G/2013/PA.YK merupakan perkara 

yang pada prinsipnya pemohon ingin permohonannya dikabulkan dan 

didalamnya tidak ada sebuah sengketa, akan tetapi dengan adanya 

pelaksanaan mediasi oleh majelis hakim perkara tersebut secara tidak 

langsung berhasil digagalkan (status perkawinanya tetap) melalui pelaksanaan 

mediasi.  

Adapun dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam beberapa dalil 

bahwasannya mediasi adalah :  

Surat An-Nisa ayat 35 dibawah ini merupakan dalil yang lebih 

mendekati dengan istilah mediasi saat ini, yakni upaya mendamaikan antara 

suami istri yang sedang berselisih adalah;  

                                                         
3  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata  (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 
 30. 
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 ـِوْا حَكَمًا م نْ اهَْل ه  وَحَكَمًا اهَْل هََا ا نْ  ْـَعَ مَا فَا قَاقَ َـَيْْ هَ  فْت مْ ش  ْـَهَ مَا  يُّر يْدَا ا صْلَاحًا ي ـوَف ِّق  الله  َـَي ـْوَا نْ خ 

ب يـْراًا ن  اللهَ كَانَ عَل يْمًا خَ   

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. anNisa: 

35).”4 

 

Adapun dasar hukum dan defenisi mediasi, pada prinsipnya pelaksanaan 

mediasi dalam beberapa dalil bahwasannya mediasi adalah :  

 

عَ ل رَفْ  ع  الْم َْا زَعَة  عَقْدٌ و ض    

“Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.”5  

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi AsSulhu 

sebagai berikut: 

صْلَاح  َـَيْنَ الْم خْتَل ف يْنَ   م عَأ قَدَةٌ يَـتـَوَص ل  َ هََا إ لَى الْْ 

“Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang 

bersengketa.”6  

 

Merujuk dalam dasar hukum Islam dan beberpa definisi tersebut 

pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim, masih belum 

memenuhi terhadap  illatnya atau sebabnya dalam dalil dan beberapa definisi 

yang telah dipaparkan yang mana hal tersebut dititik tekankan pada adanya 

                                                         
4 Alqur’an dan Terjemahnya, 84. 
5 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI  (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 168. 
6 Ibnu Qudamah, Al-Mugni Juz V (Beirut: Darul Fikr, 1984),  3.   
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suatu sengketa dan semangatnya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua 

belah pihak yang bersengketa atau lebih. Sedangkan didalam perkara ini 

sifatnya pemohon hanya ingin dikabulkan permohonannya (voluntair), yang 

disana tidak ada unsur persengketaan. 

Meskipun mediasi merupakan hal yang penting dalam proses 

persidangan termasuk hukum acara yang wajib dilaksanakan didalam 

persidangan sebab proses tersebut mempunyai payung hukum yang tertuang 

kuat didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan terlebih ditakutkannya pihak 

istri pertama merasa dirugikan dengan hadirnya istri yang ke-2 sehingga juga 

diperlukan mediasi. 

Akan tetapi, setelah mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan 

pembacaan beberapa jawaban permohonan untuk dikabulkan yang mana hal 

tersebut telah dijelaskan secara gamblang dalam bab III yang paada intinya 

bahwa termohon bersedia untuk dimadu. Disinilah kesediaan termohon 

menerima kehadiran istri ke dua menjadi dasar bahwasannya hal tersebut telah 

dizinkan oleh termohon, disebutkan juga bahwasannya pemohon telah hidup 

rukun semenjak berpoligami (tidak ada konflik) dan hal tersebut juga 

didukung lagi oleh kesedian orang tua termohon yang mana izin tersebut telah 

memenuhi beberpa alasan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 

tahun 1975 Pasal 41.  

Bahkan didalam salah satu ayat yang mendasari tentang 

diperbolehkannya perkawinan yakni Surat an-nisa’ ayat 3 : 
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فْت مْ  عََ صلى فَإ نْ  خ  ْـَِْى وَث ـلَ ََّ وَرَ  ط واْ ف ى الْيـَتَمَى فَانْ ك ح واْ مَا طاَبَ لَك مْ مِّ نَ الِّ  سَآء  مَ فْت مْ اَلا  ت ـقْس  وَإ نْ خ 

دَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَْ ك مْ ج ذَل كَ ادَْنَى اَلا  تَـع ول واْ   أَلا  تَـعْد ل واْ فـَوَاح 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan, yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.”7  

 

Dengan pemaparan kronologi dan analisis hukum Islam yang ada 

diatas penulis menyimpulkan bahwasannya telah jelas, tidak adanya suatu 

sebab (Illat) didalam perkara tersebut, bahkan alasan yang masuk dalam PP 

nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 hanya satu yang tidak terpenuhi sedangkan 

yang lainnya terpenuhi. Sehingga tidak perlu dilaksanakannya mediasi karena 

jika mediasi dilaksanakan akan menimbulkan banyak pertanyaan dan 

kebingungan dikalangan masyarakat.  

َ وْدًا وَ عَدَمًا  الَْح كْم  يَد وْر  مَعَ الع ل ة  و 

“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan 

hukum.” 

 

ار م ى قَالَ:له  َ ن  عَبْد  الر حْمَن  اَخْبـَرْناَ م حَم د  َْن  الفَت ح  الس مْسَار  َ سَمَرْقـَْْد  قَالَ: حَد  ثَـَْاعَبْد  ال حَدَ  الد 

َاَح عَنْ ْ ى كَِ يـْر َْن  عَن  الْوَل يْد  َْن  رَ ثَـَْا مَرْوَان  َ نْ م حَم د  الط ا طَر ى قَالَ: حَدَثَـَْا س لَيْمَان  َْن  َ لَال  حَدَثَ 

ائ زٌ َـَيْنَ الْ  ََ صُّلْحً اَحَل  حَرَامً م سْل  أَ ي ه رَيْـرَةَ قَالَ رَس ول الله صل الله عليه و سلم : الصُّلْح   ا مَيْنَ ا لا 
                                                         
7 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Kudus: Menara Kudus), 78. 
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 اوْ حَرَامَ حَلَلًا 

“Berkata Muhammad al-Fath bin al-Fath al-Samar di Samarkand, berkata 

Abdullah bin Aburrahman al-Darimi, berkata Marwan bin Muhammad 

atThathari, berkata Sulaiman bin Bilal, berkata Katsir bin Zaid dari alWalid 

bin Rabah, Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw. bersabda perdamaian 

itu baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang 

haram dan mengharamkan yang halal.”8 

 

يَ الله  عَْْه  أَ  ََ نْ رَس وْلَ الله  صَل ي اللعَنْ عَمْرٌ و َْن  عَوْفٍ ألَْم زَنِّ ي رَض  ائ زٌ ه عَلَيْه  وَسَل مَ قَالَ : الصُّلْح  

ه  َـَيْنَ الْم سْل م وْنَ ا لا  ص لْحًا حَر مَ حَلَالً أَوْ حَرَامًا مرَوَاه  التِّ رْم ذ  وَصَح حَ   

Dari Amar bib Auf Al Muzannir r.a bahwa Rasulullah saw, Bersabda, “Antara 

sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Turmudzi 

dan disahihkannya)  

 

Sehubungan dengan kasus yang dipaparkan diatas ketika ditinjau dari 

kaca mata hukum islam dan dikerucutkan dalam sebuah metode Istinbath, 

yang diformulasikan oleh para Ulama’ usul fiqh yang sampai saat ini masih 

eksis digunakan dibeberpa kasus hukum yang masih tidak ditemukan dalil Al-

Qur’an dan Al-Hadis yang lebih spesifik atau tepat untuk digunakan sebagai 

payung hukum, agar bisa menetapkan hukum yang lebih berhati-hati dan 

profesional.  

Maka dari itu, diantara salah satunya kaidah yang sesuai dan lebih 

relevan dalam kasus ini adalah maslahah mursalah yang bersifat Al-Maslahah 

al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) untuk menganalisis kasus pelaksanaan 

mediasi yang berakibat secara tidak langsung izin isbat nikah poligami tidak 

                                                         
8 Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi 

Ibnu Bilban Juz XI (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), 488. 
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diberikan terhadap pemohon I dan pemohon II, dan hal itu juga bisa 

merugikan anak yang terlahir darinya. 

Pelaksanaan mediasi diatas memberikan dampak status perkawinan 

tersebut juga termasuk dalam hal yang tidak melegalkan sesuatu yang 

seharusnya legal secara agama maupun kewarganegraan, sehingga akan 

menyebabkan tidak mendapatkan izin dengan otomatis akta nikah tidak 

dikeluarkan dengan itu akan terjadi kesukaran dalam rumah tangga ketika ada 

suatu kepentingan yang membutuhkan surat pernikahan. Seperti contoh : 

pembuatan kartu keluarga, waris mewaris dan bahkan ketika suatu hari akan 

melakukan ibadah haji yang memerlukan beberpa dokumentasi yng harus 

dilengkapi salah satunya yakni surat nikah.  

Bukan hanya itu dengan dasar status yang tidak berubah antara 

pemohon I dengan Pemohon II ini akan menyebabkan anak yang dipunyai dari 

keduanya tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga anak tersebut tidak 

berhak mendapatkan fasilitas atau pelayanan dari negara (pemerintah) seperti 

contoh : tidak ada perlindungan hak waris karena hanya dinasabkan kepada 

ibunya, sulit mendapatkan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, hak 

adminitrasi yang diperlukan dikemudian harinya, dan sebagainya. 

Pada kasus inilah beberpa persoalan yang menyentuh kebutuhan 

primer, diantaranya unsur agama yang memperbolehkan poligami akan tetapi 

dalam kasus ini tidak diizinkan dengan alasan berhasilnya suatu pelaksanaan 

mediasi. Sehingga dampaknya juga meliputi tidak terlindunginya status 

perkawinan Pemohon II karena tidak adanya bukti ikatan perkawinanya 

dengan Pemohon I (sirri). Selain itu, dampak yang didapatkan oleh anak dari 
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Pemohon II yakni terabaikannya legalitas seorang anak yang sah secara agama 

dan hak-hak warisnya dikemudian hari. 

Melihat beberapa kebutuhan pokok yang tidak terlindungi diatas yang 

disebabkan putusan berlandaskan berhasilnya suatu pelaksanaan mediasi, 

sehingga masuklah kedalam kategori Al-Maslahah Al-Dharuriyyah (kebutuhan 

primer) yang tidak melidungi eksistensi beberapa dari Al-maslahah Al-

khamsah. 

Adapun perlakuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

ada didalam pokok-pokok tujuan hukum Isalm (Maqasid Syariah), diantaranya 

: 

ً  الْمَصَال ح  دَرْء   لْ ََ د  م قَد م  عَلَى  الْمَفَا س   

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh 

kemaslahatan.” 

Memberikan kelegalan terhadap perkawinannya untuk menjaga hak-

hak  anak yang diperoleh dari perkawinan dibawah tangan dengan atas 

kesedian termohon, orang tua termohon dan didukung dengan finansial, 

bahkan telah dinyatakan telah hidup rukun dan masih bisa berlaku adil.  

Itu lebih baik, daripada menolak secara halus terhadap permohonan 

pemohon melalui pelaksanaan mediasi, yang mana hal tersebut akan 

menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat terhadap pelaksanaan 

mediasi yang memberhentikan itikad baik seseorang untuk merubah status 

perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hal 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang di rumuskan dalam kaidah ushulul fiqh. 
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مَام  عَلَى الر اع ي ة  مَ ـْوْطٌ َ الْمَصْلَحَة    تَصَر ف  الْْ 

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pertimbangan hakim yakni majelis hakim menilai melalui saran dan 

kesungguhan dalam memediasi para pihak, sehingga menyetujui terhadap 

masukan majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya dari 

aspek psikologis dan sosiologis atas dasar tersebut pelaksanaan mediasi 

juga dirasa salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara 

tersebut, sehingga permohonan-pemohonan dicabut dan dinyatakan tidak 

dapat dipertimbangkan lebih lanjut. 

2. Menurut hasil analisis terhadap kasus diatas majelis hakim telah 

bersungguh memediasi. Jika melihat hukum Islam memberikan beberapa 

cara dan rambu-rambu dalam proses dan penetapan hukum, dan 

memberikan alasan lebih jelas, berhati-hati untuk menyelesaikan perkara 

secara profesional. Karena putusan tersebut memberikan implikasi 

kemudhorotan lebih dominan daripada manfaat terhadap terlindunginya 

Maqasid Syariah yang sifatnya Al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) yakni 

seperti halnya: status perkawinan tetap (sirri) sehingga tidak terlindungi 

hak-haknya sebagai istri dan hak waris (Pemohon II), bukan hanya itu 

termasuk anak yang dilahirkan Pemohon I dengan II terabaikan hak-

haknya sebagai anak dan hak warisnya sebab status hukum yang tetap. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini penulis 

kemukakan beberapa saran yang mempunyai hubungan (include) dengan 

permasalahan ini: 

1. Perlunya adanya peningkatan bagi hakim-hakim tentang praktik 

pelaksanaan mediasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum 

Islam agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Sehingga para 

hakim bisa lebih selektif dalam menetapkan dan menyelesaikan perkara 

yang lebih sesuai dengan hukum Islam. 

2. Untuk para pihak yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah 

poligami, sebaiknya dipersiapkan secara matang apa alasan dan berkas-

berkas yang diperlukan dengan bukti-bukti yang mendukung 

permohonanya. Terlebih para pihak harus melek hukum ketika akan  

melakukan upaya hukum dipersidangan dengan cara mengonsultasikan 

perkaranya kepada orang atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam 

bidang tersebut, seperti contoh : pengacara, LBH (Lembaga Bantuan 

Hukum), Posbakum, dan sebagainya. 
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